
SALINAN

l,vALI KOTA BANDUN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 069 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN

RENCANA STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA KINERJA

TAHUNAN, PERJANJIAN KINERJA, INDIKATOR KINERJA INDIVIDU,

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA,

PELAPORAN KINERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa Petunjuk Teknis Penyusunal Rencana Strategis,
Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan,
Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana
Aksi Atas Perjanj ian Kinerja, Pengukurar Kinerja,
Pelaporan Kineq'a pada Satuar Kerja Peralgkat Daerah
telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 069 Tahun 2O19, namun dalam perkembangan
untuk lebih memalfaatkan pelaksanaan akuntabilitas
kinerja maka perlu diterapkan sistem
pertanggungiawaban yang je1as, terukur dan efektif
elisien, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu
diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahal Atas Peraturan WaIi Kota
Bandung Nomor 069 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Penyrsunan Rencana Strategis, Indikator
Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perj anjian
Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas
Perjanj ian Kinerja, Pengukural Kinerja, Pelaporan
Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;



.!

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 195O tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Dj awa Tengah,

Dj awa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota

Besar dan Kota-kota Kecil di Dj awa (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 4O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaral Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambal;al Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor I "fakrun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nornor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tan:,bahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2O2O terltarlg Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 202O Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2.

3.



5. Peratural Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Peiaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42,'farlrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Talntn 2O14 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instarisi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtn 2Ol4

Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/O9/M.PAN/5/2OO7 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peratural Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 20 14 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1842);

l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OL7

tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunal Daerah, Tata Cara Eva1uasi

Rancalgan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dal Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata

Cara Perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panj ang Daerah dan Rencana Pembangunan Jalgka

Menengah Daerah, dan Rencana Keda Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17

T\T^rf^f 1 e 1.)\.



1 1 . Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 9O Tahun 20 19

tentang Klasihkasi, Kodefrkasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunal dal Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 288);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2O2l tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O2I Nomor

1s69);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2O2I lentang

Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 157O);

15. Keputusan Menteri Da1am Negeri Nomor 50-3708

Tahl:irl 2O2O tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiral Xiasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daera-h Kota Bandung Nomor O8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun

2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peratural Daerah Kota

Bandung Nomor 08 Tahun 2O16 tentalg Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Baldung Nomor 3);
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Menetapkan :
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17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2O|B-2O23 (Lembaran Daerah Kota

Baadung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor

11 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2O19 tentang

Rencana Pembangunal Jangka Menengah Daerah

Tahun 2Ol8-2O23 (Lembaran Daerah Kota Bandung

Tahun 2021 Nomor 1 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 069 TAHUN

2OI9 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN

RENCANA STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA,

RENCANA KINERJA TAHUNAN, PERJANJIAN KINERJA,

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU, RENCANA AKSI ATAS

PERJANJIAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA,

PELAPORAN KINERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung

Nomor 069 Tahun 2Ol9 tentang Petunjuk Teknis

Penyrrsunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama,

Rencala Kinerja Tahunan, Perjanj ian Kinerja, Indikator
Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Peiaporan Kinerja pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun

2O19 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah dan ditambah 3
(tiga) angka yakni angka 13, angka 14 dan angka 15,

sehingga Pasai 1 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 1

Dalam Peraturan Waii Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Wali Kota adaiah Wali Kota Bandung.

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

adalah tatanan, instrumen, metode

pertanggungiawaban pada pokoknya meliputi
tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran

dan pelaporan membentuk siklus akuntabilitas

kinerja yang tidak terputus dan terpadu,

merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan

kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

misi organisasi.

4. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkar keberhasilan/ kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

diamanatkan para pemangku kepentingan dalam

rangka mencapai misi organisasi secara terukur

dengan sasaran/target kinerja yang telah

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi

pemerintah yang disusun secara periodik.

5. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari

kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kualtitas dan kualitas terukur.

6. Rencana Strategis yang seianjutnya disingkat

dengan Renstra adalah dokumen perencanaan

untuk periode 5 (1ima) tahun.

7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran
keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerja

utama yang menggambarkan tugas fungsi, core

bussines dan alasan keberadaan organisasi.



8. Perencanaan Kinerja Tahunan adalah proses

penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis

(Renstra) yang memuat sasaran, program dan

kegiatan, serta anggaran terkait dengan kinerja

yang akan diu,ujudkan tahun yang bersangkutan,

dan disusun sebelum proses pengajuan anggaran

(RKA).

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program / kegiatan

yang disertai dengan indikator kinerja.

Indikator Kinerja Individu adalah ukuran

keberhasilan yarrg akan dicapai dari kinerja

individu yang telah diperjanjikan dan atau

direncanakan.

Pengukuran kinerja adalah proses pengukuran

atas hasil yang dicapai, dalam ralgka

menyimpulkan capaian kinerj a yang direncanakan

atau diperjanjikan.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan

secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja

yang disusun berdasarkan perjaljian/ Rencana

Kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan

9.

10.

11.

12.

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belalia Daerah

(APBN/APBD).

13. Indikator Kine4'a adalah ukuran keberhasilan yang

akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan

yang telah direncalakan.
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14. Penjenjangan Kinerja adalah Proses penjabaran

dan penyelarasan sasaran strategis, indikator

kinerja dan target kinerja organisasi kepada unit

organisasi sampai dengan individu pegawai.

15. Hasil (Attcomel adalah segala sesuatu yang

mencerminkan berfungsinya keluaral dari

kegiatan-kegiatan dalam satu program.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 2

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi

pedoman dalam:

a. pen1rusunan Penjenj angan Kinerja;

b. penyusunan Rencana Strategis;

c. reviu Rencana strategis;

d. Rencana Kinerja Tahunan;

e. Indikator Kinerja Utama;

f. Perjanjian Kinerja;

g. Indikator Kinerja Individu;

h. Pengukuran Kinerja Atas Rencana Aksi Perjanjian

Kinerja;

i. Laporan Realisasi Langkah Aksi;

j. Laporan Hasil Pengukuran Kinerj a Berkala dan

Berjenjang;

k. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja; dan

I. Laporal Kinerja Triwulanan dan Laporan Kineq'a

Tahunan Perangkat Daerah.

2. Ketentuan ...



2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4

Ruang Lingkup, mencakup:

1. tata cara pen]1-tsunan Penj enj angal Kinerja;

2. tata cara penyusunan Rencana Strategis;

3. tata cara pen5rusunan Reviu Rencana Strategis;

4. tata cara penJrusunal Rencana Kinerja Tahunan;

5. tata cara penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. tata cara pen5rusunan Perjanjian Kinerja;

7 . lata cara pen),usunan Indikator Kinerja Individu;

8. tata cara pen)rusunan Pengukuran Kine{a Atas

Rencana Aksi Perj anjian Kinerja;

9. tata cara pen1rusunan Realisasi Langkah Aksi;

10. tata cara pen5,l sunan Laporan Hasil Pengukuran

Kinerja Berkala dan Berjenjang;

1 1. tata cara penyusunan Mekanisme Pengumpuian

Data Kinerja; dan

l2.lata cara penlrusunal Laporan Kinerja Triwulanan

dan Tahunan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5

(1) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran iI

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

(2) Petunjuk teknis sebagaimara dimaksud pada ayat

(1) merupakan pedoman daTam entry data Aplikasi

e-SAKIP online.
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Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai beriaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 14 Novernber 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BtrRITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 118

Sa,linan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

Tingkat I



l1

LAMPiRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUI\IG

NOMOR : II9TAHUN2O22
TANGGAL: 14 November 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Berbagai upaya reformasi yang telah maupun yang sedang

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menciptakan peningkatan

praktik akuntabilitas publik yang lebih baik, antara lain adalah

sebagai berikut:

1) Reformasi institusi pemerintahan yang ditandai dengan

diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahrun 2Ol4

tentang Pemerintahal Daerah, Undang - Undang Nomor 33

Tahun 2O04 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta trerbagai peraturan

pemerintah yang berkaitan dengan institusi sektor publik baik di

pusat maupun di daerah-ciaerah.

2\ Reformasi malajemen sektor publik dengan mereformasi sistem

manajemen keuangan pemerintah lRefonn af Prtblic Financial

Management Sgsteml dan menerapkan praktik-praktik
manajemen strategis (Strategic Managementl dalam bentuk

Siitem Akuntabilitas Kinerj a Instansi Pemerintah (SAKIP).

3) Reformasi birckrasi tCiuil Setuant Refonn) yang pada dasarnya

meliputi usaha pembenahan di bidang kepemimpinan,

kelernbagaan organisasi pemerintah, rnanajemen SDM pegawai

negeri, sistem dan prosedur pelayanan publik.

Sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, diantara berbagai

upaya reformasi tersebut, maka reformasi manajemen sektor publik

mempakan bagian yang paling signifrkan sebab melalui reformasi ini
akan tercipta peningkatan akuntabiiitas publik dan kinerja lembaga

sektor publik yang pada akhirnya akan memrju pada terwr.rjudnya
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kepemerintahan yang baik. Selain itu, reformasi manajemen sektor

publik merupakan pemicu untuk reformasi sektor publik secara

keseluruhan, termasuk reformasi sistem kepemerintahan dan sistem

kepegawalan nasional.

B. MEMBANGUN

PEMERINTAH

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

Terselenggaranya good gouerrlance merupakan prasyarat bagi

setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan

mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung
jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan upaya yang

dilakukan untuk merubah budaya akuntabilitas pemerintah yang

mengukur akuntabilitas dan hanya sekedar habisnya anggaran

disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dana sesungguhnya telah

dimulai sejak tahun 1998. Hal ini ditandai dengan diperkenalkannya

azas akuntabilitas dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPRi 1998 dan

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan azas ini setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Kendati demikian, langkah nyata pelaksanaan TAP

MPR dan Undang - Undang Nomor 28 tersebut di atas dalam

mengembangkan akuntabilitas publik yang komprehensif yang dapat

menunjukan hasil akhir dari setiap program dan kegiatannya kepada

masyarakat belum mendapat perhatian yang memadai.
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Satu-satunya langkah nyata pengembangan akuntabilitas
publik yang berbasis kinerja au,aln1,21 diatur dengan diterbitkannya
Peratural Presiden Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Peraturan Presiden ini
mencerminkan peru",ujudan adanya political ruill pemerintah untuk
segera memperbaiki akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan
good gouernance di negara ini. Dalam jangka panjang, Peraturan

Presiden ini juga bertujuan untuk memperbaiki sense of
acauntobility di jaj aran penS.elenggara pemerintah baik di pusat

maupun di daerah- Dalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan

seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan SAKIP dan

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

SAKIP dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 201,4 pada

taLanan, rnstrumen, metode

penanggungianvabal ]'ang pada pokoknva melipuri tahapan
perencanaan, pelalsanaan, pengukural dan pelaporan yang

membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan

terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan

kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam
mempertanggungjau,abkar keberhasilan/ kegagalan misi organisasi.

Sistem AKIP pada dasarnva merujuk pada best pracrices serta

menggunakan pendekatal malajemen strategis dan pengukuran

kinerja, sehingga diharapkan dapat mendorong perubahan

paradigma penyelenggaraan pemerintah : Dari orientasi input dan
proses ke arah efektivitas hasil dan manfaat (outcome); Dari orientasi
jangka pendek (tahunan) ke orientasi jangka menengah yang terukur
dan berkelaljutan; Dari budaya aparat yang birokratis ke arah

entrepreneurship; Dari kebiasaan menunggu perintah / petunjuk

atasan kearah kemandirial berdasarkan komitmen, konsistensi pada

visi dan misi organisasi serta profesionalisme aparatur negara.
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c. PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (SAKIPI

Penerapan SAKIP mensyaratkan para pimpinan instansi
pemerrntah untuk mempertanggunglawabkan pelaksanaan tugasnya

berdasarkan manfaat atau hasil yang dirasakan oleh masyarakat

secara langsung dan bukan melulu kepada uraian alokasi dana saja.

Dengan tuntutan hal tersebut, maka penerapan SAKIP juga

menuntut kepemimpinan yang baik, tangguh dan transparan serta

yang memiliki visi jauh ke depan. Visi jauh ke depan diperlukan

seorang pimpinan instansi pemerintah agar dapat secara memadai

menampung aspirasi pribadi dan masyarakat dalam customer diuen
strategic plonning. Kemudian, ketika mengimplementasikan rencana

strategik tersebut, pimpinan instansi pemerintah dituntut untuk
merefleksikan kepemimpinan yang tangguh dan transparan, yang

dapat memotivasi seluruh jajaran pemerintahan untuk
merealisasikan capaian kinerja agar misi visi organisasi dapat

dicapai. Tanpa kepemimpinan yang demikian, sistem akuntabilitas
kinerja sulit untuk dilaksanakan secara baik.

Oleh karena itu, harus disadari bahwa membangun

akuntabilitas instansi pemerintah yang berorientasi kepada hasil

(result oriented gouernmenl) membutuhkan keseriusan dan waktu
yang tidak sedikit untuk mencapai keberhasilan. Perbaikan pola

pikir, prilaku, moral, budaya kerja dan kemampuan manajerial

segenap unsur aparatur penyelenggara pemerintahan terutama para

pemimpinnya mutlak dilakukan secara berkesinambungan dan

terstruktur.
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BAB II
AKUNTABILITAS

A. PENGERTIANAKUNTABILITAS

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good

gouerrLdnce dan clean gouernment) telah mendorong
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). penerapan

srstem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktrk
kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang

atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa
laporan akuntabilitas kinerja secara periodrk.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan
tolok ukur pengukuran kinerja, Akuntabilitas diartikan sebagai

kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari
'tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang

memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang

atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola

sumber daya tertentu.

Melihat dari sistem administrasi penyelenggaraan Negara

yang ada dan berjalan selama ini terlalu menfokuskan

terlaksananya suatu kegiatan atau program tanpa

memperhatikan hasil (outcome) yang dapat dimanfaatkan
masyarakat banyak, juga terlalu menfokuskan kepada

akuntabilitas keuangan, dimana berhasil atau tidaknya suatu
unit organisasi hanva dinilai dari beraoa besarnva dana v:ns
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dapat diserap sehingga semakin besar dana yang dapat diserap

maka semakin bagus kinerja unit yang bersangkutan.

Melihat hal demikian di atas, maka diperlukan sistem

pertanggungiawaban disebut akuntabihtas kinerja, yang tidak
hanya meliputi pertanggungjawaban keuangan saja, namun
pertanggungjawaban yang juga mencakup pertanggungjawaban

non keuangan yang memfokuskan pertanggungjawaban pada

kinerja atau hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

B. PRINSIP.PRINSIP PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga

Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan

antara lain pada prinsip-prinsip sebagar berikut:

1 . Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi
yang bersangkutan;

2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan

sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

3. Menunjukan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan;

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan

manfaat yang diperoleh;

5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat; dan
.6. Menyajikan keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif,

sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang

mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang

pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
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D. SIKLUS AI(IITTAAILITAS KIITER^'A IITSTAITSI PEMERII{TAH

Siklus manajemen berbasis kinerj a adalah sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan stratejik yang meliputi penetapan visi

dan misi organisasi dan strategic performance objectiues.

2. Penetapan ukuran-ukuran kine{a atas perencanaan stratejik

yang telah ditetapkan yang diikuti dengan pelaksanaan

kegiatan organisasi;

3. Pengumpulan data kine{a (termasuk proses pengukuran

kinerja), menganalisisnya, mereviu, dan melaporkan data

tersebut; dan

4. Manajemen organisasi menggunakan data yang dilaporkan

tersebut untuk mendorong perbaikan kine{a, seperti

melakukan perubahan-perubahan dan koreksi-koreksi

dan/atau melakukan penyelarasan lfine-tunhq) atas kegiatan

organisasi. Begitu Perubahan, koreksi, dan penyelarasan yang

dibutuhkan telah ditetapkan, maka siklus akan berulang lagi.

Skema mengenai siklus Manajemen Berbasis Kinerja dapat

dilihat pada gambar di bawah ini:

lvbrEtapt€n
AkLntabilnas

t<rErJa

Menggr..rtd( t

lnforrrrer t(rerja
Untuk lvErncu

Perbaikan lcnerja

Gambar l; Siklus Manajemen Berba.si.s Kinerja

lvgdGrd(rr
TrtgE
(fl

lvHElorl(iEll
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Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

instrumen, dan metodemerupakan suatu tatanan,

pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai

berikut:

1. Penetapan perencanaan stratejik;

2. Pengukuran kinerja;

3. Pelaporan kinerja; dan

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara

berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2: Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti

terlihat pada gambar 2 di atas dimulai dari penyusunan

perencanaan kinerja yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan,
dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Perencanaal kilerja ini kemudian dijabarkan dalam

perencanaan kile{a tahunan r-alg dibuat seriap tahun. Rencana

kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja 1-ang ingrn

dicapai (output/ outcomel dari seluruh sasaran stratejik dalam

tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya.

Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan

Perencan aan
Kinerja

Pengukuran
Kinerj a

Evaluasi
Kinerja

Pelaporan
Kinerja
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dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk
suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap

selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan

kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja.

Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang

dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan

diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk
pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu

mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu

tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja. Pada

akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada

pihak yang berkepentingan atau yang memrnta dalam bentuk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Tahap terakhir

adalah evaluasi kinerj a, informasi ]'ang termuat dalam LKIP

tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara

berke sinambungan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik

Indonesia menginstruksikan tentang penyusunan penetapan

kinerja kepada Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Po1ri,

Kepala LPND, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagaimana

tercantum pada butir ketiga Instruksi Presiden rersebut, yaitu

sebagai berikut: "Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat di

bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mes-ujudkan

' suatu capaian krnerj a tertentu dengan sumber daya tertentu,

melalui penetapan rarget kinerja serta indikator kinerja yang

menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil

maupun manfaat.

Dalam perkembangan selanjutnl'a. dalam rangka

pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja da;l :e-a:cran

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diiakukan

penyempurnaan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
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Instansi Pemerintah, dimana Dokumen Perjanjian Kinerja

merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan
kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu Lrerdasarkan pada sumber

daya yang dimiliki oleh instansi.

Selanjutnya Dokumen Perjanjian Kinerja memuat

pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran

strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target

kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja agar

memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut, antara lain:

1 . Kontrak kinerja antara Pemberi amanah (atasan

dengan yang menerima amanah (bawahan yang

tugas);

Dokumen perencanaan jangka menengah;

Dokumen perencanaan kinerja tahunan; dan

Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap

pimpinan instansi pemerintah untuk:
1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;

2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan

3. Men jlai keberhasilan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diilustrasikan tentang

keterkaitan antara penetapan kinerja dengan Sistem AKIP sebagai

berikut:

langsung)

diberikan

2.

.-t.

4.
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BAB III

PERENCANAAN STRATEGIS INSTANSI PEMERINTAH

A. PENGERTIAN PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan
bahwa perencanaan strategis menjadi landasan penyelenggaraan

SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

serta merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau
mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi,
tujuan, sasaran strategis, cara mencapai tujuan dan sasaran

yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan.

Ha1-hal yang harus dilakukan oleh organisasi dalam

merumuskan dan mempersiapkan perencanaan strategis adalah

sebagai berikut:

1. Menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan

dicapai. Ha1 inl dapat diartikan bahwa perencanaan strategis

merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara

garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi
' terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi;

2. Mengenali iingkungan dimana organisasi
mengimplementasikan interaksinya, terutama cakupan dan

kualitas pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh organisasi

kepada masyarakat;

3. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam
positioning organisasi dalam membangun kepercayaan

pelanggan;

4 . Mempersiapkan semua faktor penunj ang yang diperlukan
terutama dalam mencapai keberhasilan operasional

organisasi: dan
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5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui

efektivitas pencapaian implementasi perencanaan strategis.

Langkah-langkah di atas merupakan acuan umum yang

harus dilakukan oleh setiap organisasi dalam merumuskan dan

mempersiapkan perencanaan strategis. Dalam praktiknya, setiap

instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-

langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima.

B. PERUMUSAN PERENCANAAN STRATEGIS

a) Perumusan perencanaan strategis mengikuti pola yang

merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang paling kualrtatif

sampai dengan yang paling teknis, kuantitatif, dan sangat

rinci. Model perencanaan strategis yang digunakan di sini

adalah sesuaj. dengan yang tercantum dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 Talnun 2OL4 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tatacara'

perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata

cara Perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka
' Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan

menggunakan bagan sebagai berikut:



24

C.

TUJUAN

lndikator Kinerja
& Tarqet Kinerja

SASARAN

Kebijakan
STRATEGI

Program

Gambar 3: Tahapan Pentmusan Renstra

Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis terkait
RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menggunakan
Penjenjangan Kinerja.

Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan

penyelarasan sasaran strategis, indrkator kinerja, dan target

kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu
pegawar.

Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang

telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kuaiitas terukur.
Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan

dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah

direncanakan.

- Nilai- nilai
- Lingkungan
- Faktor -faktor kunci
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Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu
program.

Penyusunan Penjenjangan Kinerja terdiri atas 5 (lima)

tahapan, yaitu:

a. Menentukan Hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam
penjenjangan Kinerja;

b. Menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success

factor);

c. Menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factor)

kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;

d. Merumuskan Indikator Kinerja; dan

e. Menerjemahkan pohon Kinerja ke

perencanaan dan Kinerja jabatan.

dalam komponen

Hasil Penjenjangan Kinerja yang dilakukan oleh Instansi
Pemerintah ini dapat digunakan untuk:

a. Menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan

Kinerja individu;

b. Penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan indivrdu;

c. Penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat;

d. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan

e. Penataan struktur organisasi.

Pohon krnerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk
mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi

'yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang

diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti

mengural rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap

paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang

diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah

diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu

dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam

mencapai kinerj a.

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi

konsep model logis (1ogic model) yang merupakan salah satu

oerdekatan Deaeicanaan vans serins disttnak:n rrntrrk



26

menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam

mencapal outcome/kine4ia yang diinginkan.

Model Logis (logic model): Merupakal alat/metode yang

digunakan untuk membantu proses berpikir logis dalam

menjabarkan bagaimana berbagai kondisi komponen saling

terkait dan berinteraksi untuk menciptakan kondisi hasil
yang diinginkan (Poister, 2003)

Merupakan representasi grafis sederhana dari suatu sistem

yang menunjukkan relasi logis suatu proses transformasi

dari input menjadi output untuk mewujudkan keluaran
(outcome/ result)
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BAB IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. PENGERTIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut
dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

stratejik (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana

iiner.la menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan
oleh instansi pemenntah dan indikator kinerja beserta target-

targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Target kinerja tahunan
di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Target kinerja tersebut

merupakan komitmen bagi rnstansi untuk mencapainya dalam

satu periode tahunan. Informasi yang termuat dalam rencana

kinerja antara lain: sasaran yang ingin dicapai pada periode yang

. bersangkutan; indikator kinerja sasaran dan targetnya serta

keterangan keterangan lain yang diperlukan.

B. PRINSIP-PRINSIP RENCANA KINERJA

Indikator Kinerja yang tertuang

hendaknya adalah sebagai berikut:

a. Spesifik dan jelas;

b. Dapat diukur secara obyektif;

Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan

Tidak bias.

C. PENYUSUNAN RENCANA KINERJA

Instansi pemerintah hendaknya membuat rencana kinerja

sebelum tahun anggaran baru dimulai. Dokumen ini dapat

dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran kinerja

serta dasar bagi suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan

diwujudkan oleh suatu instansi. Proses atau alur pikir

TAHUNAN (RKTI

dalam Rencana Kinerja

C.

d.
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penyusunan

pada gambar
dapat dilihat

Gambar 4: Proses Pengusunan Rencana Kinerja Tahunan

Unsur-unsur dalam Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
sebagai berikut:

1. Penetapan Sasaran

2. Penetapan Program

3. Penetapan Kegiatan

Dalam menyusun kegiatan hendaknya memperhatikan
kriteria antara lain sebagai berikut:

a. Kegratan harus relevan dengan program dan sasaran yang

akan diwujudkan; dan

rencana kinerja instansi pemerintah

berikut:

Penetapan
Program

lndika tor
Penca paian

Target
Kinerja

Kegiatan

Target KinerJa
Sa sa ran
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b. Kegiatan harus

tahunan.

cukup untuk mewujudkan sasaran

4. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan

dalam kelompok sebagai berikut :

a. Masukan (input): segaia sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau
dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber

daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan

sebagainya;

b. Keluaran (output): segala sesuatu berupa produk/jasa
(fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung darr

pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan

masukan yang digunakan.

Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan

merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi, dan

konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau

ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.
Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada

perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan

sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus
diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya harus
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: (1) spesifik dan jelas,

(2) dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan kegiatan yang

ingin dilakukan, dan (a) tidak bias. Dokumen Rencana Kinerja

sebagaimana diuraikan di atas dituangkan dalam Formulir
Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Bentuk dan cara pengisian Formulir RKT ini dapat dilihat
pada formulir berikut ini:
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FORMULIR RENCANA KINERJA TAH UNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH (SKPD}

Jni: =s+lc,r I Kenl*r:ri'iilr, L+'tl.:.:rilir i S{Fti iiri-ithun :iili

Sasaran strategis lndikator Kinerja Targel

(1) (2 (3

Pefunjuk Pengisian:
1. Header (a)diisi nama unit organisasi eselon kementerianilembaga8KPD;
2 Header (bldiisi dengan tahun anggaran;
3 Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis unit organisasi eselon

kementerianilembaga/SKPD sesuai dengan dokumen rencana perencanaan
jangka menengah,

4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari unit
organisasi eselon kementenanllembagaiSKPD dalam kolom (1 );

5. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerla
Sasaran

Keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) dengan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat dilihat pada formulir
berikut ini:

F'ormRef,s{ra

lFomm RKII j
.ta..4.tO a.

a
a

la r. a aa-

rttfttta A,F.rD
SASARAII

IITDIKATOR
I{II{8.'A

SASARAN
TARGTT

STRATEIGI
Ket.TUJUAIT TUJUAIT

,IAP.:!FIT
KEBIJAI<AIf

1 2 3 4 5 6 7 I 9

a) (J

SASARAIT TRATEGIS.
V

INDIKATOR
KINERJA

rAReEr I
1 2 J

a a o
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BAB V

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA (PK) DAN

INDII{ATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

A. PENGERTIAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan tekad dan janjl
dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan

instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/
tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan

amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian

kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan

oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan

langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian

kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi

pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penyusunan

Perjanjian kinerja mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum penyusunan Perjanjian kinerja adalah dalam

rangka sebagai berikut:

1. Intensihkasi pencegahan korupsi;

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan

3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan

yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khusus pen)'Llsunan Perjanjian kinerja

adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

aparatur;

2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah

dengan pemberi amanah;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian

tujuan dan sa sa ran organisasi:

4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur; dan
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5. Sebagai dasar pemberian reutard atau penghargaan dan

sanksi.

Ruang lingkup Perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas

pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan

sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini
lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi,

yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan,

tugas dan fungsi, dan core bzzsiness organisasi serta

menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.

B. KETERKAITAN ANTARA PERJANJIAN KINERJA DENGAN

SISTEM AKIP

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu

komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Sistem AKIP), dengan ditetapkannya Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah terdapat beberapa penyempurnaan yang disusun

mulai tingkat Kota sampai PD dan unit kerja pada PD.

Penyrrsunan Perjanjian kinerja ini diharapkan dapat

mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi

pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara Perjanjian kinerja

dalam sistem AKIP dapat diuraikan sebagai berikut:
' 1. Penyusunan Perjanjian kinerja dimulai dengan merumuskan

renstra yang merupakan rencana jangka menengah (1ima

tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima

tahunan tersebut ke dalam rencana kinerja tahunan;

2. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka

diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk
membiayai rencana tahunan tersebut;

3. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui

anggarannya, maka ditetapkan suatu Perjanjian kinerja yang

merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk
mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan;
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4. Dalam tahun berjalan, dilakukan pengukuran kinerja atas
pelaksanaan perjanjian kinerja untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi
serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa

disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIp).

C. FORMAT PERJANJIAN KINERJA

Format Perjanjian Kinerja terdiri atas Pernyataan perjanjian

Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja, dengan penjelasan

sebagai berikut:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja
Merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan
instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan

langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja
tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima

amanah, sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai

target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah

atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target

kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung

tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan

tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua

belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah

ditetapkan. Pernyataan Perjanjian kinerja ini paling tidak
terdiri dari:

' 1. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu
tahun tertentu;

2. Tanggal ditandatanganinya pernyataan Perjanjian kinerja;

3. Tanda tangan penerima amanah; dan

4. Persetujuan atasan langsung atau pemberi amanah.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian kinerja merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam dokumen Perjanjian kinerja. Informasi

yang disajikan dalam lampiran Perjanjian kinerja ini paling

tidak meliputi ha1-ha1 sebasai berikut:
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b.

c.

Program Utama

Merupakan program yang menggambarkan keberadaan

instansi pemerintah/unit kerja yang bersangkutan.

Perumusan program utama ini memperhatikan program-

program yang telah tertuang dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional maupun

daerah. Dengan demikian, akan terjalin suatu keselarasan

program mulai dari RPJM, Rencana Strategis dan

Perjanjian Kinerja.

Sasaran Strategis Organisasi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik

dan terukur dalam kurun waktu satu tahun.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini
dapat berupa output penting maupun outcome. Indikator
kinerja Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa

produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil

langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program

berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator kinerja

Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang

mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada

jangka menengah. Attcomes merupakan ukuran seberapa

jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan

harapan masyarakat.

Target Kinerja
Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja

yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu.

Jumlah Anggaran yang dialokasikan

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan

sasaran tersebut. Jika mungkin, jumlah anggaran ini
termasuk biaya-biaya tidak langsung yang dapat

diidentifikasikan untuk suatu sasaran tertentu. Jika hal

d.
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tersebut tidak memungkinkan, maka disajikan jumlah

angg€rran untuk biaya langsung saja. Data anggaran ini
didasarkan pada dokumen anggaran yang telah disetujui,

yaitu DPA.

Lampiran Pe{anjian kine{a selengkapnya terdapat
pada formulir berikut ini :

Keterkaltan antara Reneana KinerJa Tahunan
(RI(TI dengan PerJanJian llinerja

,
r
I
I

a
a
a

ORIIIULIR PER.ETI{JIAN KINE
TINGKAT ETMIRINTAII ;a PROVTNST/.r(dBTTPATEN/K

at
si/ Kabupaten/ K .t .'

: (a) r
un Ansqaran i *, ..

Jumlah Anggaran Tahun
Rp..---.-..-.. (cl

Tempat,
20

Gubernur/Bupati/
Wali Kota

SASARAN
TRATEGIS

INDII(ATOR
NINER.IA

TARGET

1 2 3

?
rq

o
a
a

C
I

1l
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D. PRINSIP - PRINSIP PERJANJIAN KINERJA (PKI

Perjanjian kinerja ini tidak dapat dipisahkan dengan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara keseluruhan.
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mecapai kinerja yang
jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun, juga merupakan
kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan

atasannya (pemberi amanah), selanjutnya merupakan Ikhtisar
Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan

ketersediaan anggarannya serta realisasi Perjanjian kinerja
dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja (LKIP).

Dengan demikian, tahapan penyusunan Perjanjian kinerja
ini juga mengikuti tahapan pada sistem AKIP dan tahapan
pengalokasian dana, selengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis;

b. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan;

c. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;

d. Menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja.

E. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Indikator kinerja indivrdu (lKI) disusun dan drtetapkan

setiap tahun oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota

Bandung, IKI pejabat struktural mengacu pada Perjanjian Kinerja

dan Cascade Down yang telah ditetapkan, untuk Jabatan
'Pelaksana atau Jabatan Fungsional disusun berdasarkan

kebutuhan pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai

berikut:

1. IKI JFU merujuk pada target kinerja pejabat eselon 4 sebagai

atasan langsung berupa output hasil kerja; dan

2. IKI JFT merujuk pada target kinerja organisasi berupa output
hasil kerja, atau dengan kata lain menyusun target kinerja
sesuai kebutuhan organisasi yang secara teknis memperoleh

penugasan langsung dari Kepala PD dan atau bisa lintas
bidang sesuai kebutuhan organisasi.
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Informasi yang disajikan dalam IKI meliputi Nama, Jabatan,

PD/Unit Kerja dan Tahun Kinerja serta Format IKI. Format IKI

pejabat struktural merujuk pada lampiran Perjanjian kinerja.

Format IKI untuk JFU dan JFT tidak mencantumkan

program/ kegiatan dan anggaran, kecuali bila ditunjuk sebagar

pej abat pelaksana teknis kegiatan.
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BAB VI
PENGUKURAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA ATAS

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DAN MEKANTSME

PENGUMPULAN DATA KINERJA

A. PENGERTIAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yar,g telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran

dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessmenf]

yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja

kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran,

hasil, manfaat, dan dampak.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang

digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan

dan akuntabilitas. Selanjutnya, dikatakan bahwa pengukuran

kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan

sasaran (goals and objectiues) dengan elemen kunci sebagai

berikut:

1. Perencanaan dan penetapan tujuan;

2. Pengembangan ukuran yang relevan;
'3. Pelaporan formal atas hasil; dan

4. Penggunaan informasi.

Manfaat dari dilakukannya pengukuran kinerja bagi suatu

organisasi antara lain adalah sebagai berikut:

1 . Mengidentifikasi atau mengetahui terpenuhinya keinginan

masyarakat atau pelanggan;

Membantu organisasi memahami lebih dalam proses atau apa

yang (selama ini) dilakukannya;

Memastikan bahwa keputusan yang diambil (te1ah)

berdasarkan fakta atau data;

2.

3.
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4. Mengetahui dimana (pada tahap apa) perbaikan perlu

dilakukan dan bagaimana memperbaikinya;

5. Mengetahui apakah perbaikan benar-benar telah drlakukan

(terj adi) ; dan

6. Mengungkapkan permasalahan yang selama ini (mungkin)

belum diketahui.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi

dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk
menilal pencapaian setiap indikator krnerja guna memberikan

gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas

kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja

kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana

ditetapkan dalam rencana strategis. dan untuk menguatkan

pernyataan pencapaian kinerja sasaran, dapat dilakukan
pengukuran terhadap output/keluaran kegiatan dalam rangka

pengungkapan keterkaitan program dan kegiatan terhadap

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.

B. TAHAPAN DALAM PENGUKURAN KINERJA
' Dalam melakukan pengukuran krnerja, terdapat tiga tahap

yang harus dilakukan yartu penetapan indikator kinerja,

pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi,

pengembangan, dan penyeleksian indikator kinerja yang

akan digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja

merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau

tuiuan vang telah ditetapkan. Karenanva. indikator kineria
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harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai

dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik
dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, rnaupun
tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Di samping
rtu, indikator kinerja drgunakan untuk meyakinkan bahwa

kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan

menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian,
tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja
keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dan hasil-
hasil program pada instansi/unit kerja pelaksananya.

Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana
yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau
gagal di masa yang akan datang.

Dalam penetapan indikator kinerja, maka indikator kinerja
yang ditetapkan hendaknya sebagai berikut:

1. Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan
salah interpretasi;

Dapat diukur secara objektif baik yang bersrfat

kuantitatif maupun kualitatif;
Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;

dan

4. Tidak bias atau tidak bermakna ganda (tidak ada

penafsiran lain).

Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian

kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran.

Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat
pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator
kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana

kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian

kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari
masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan

sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Oleh

karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan

seiak perumusan rencana stratesis. vaitu oada sa2t

2.
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o

penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan

rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-
indikator kegiatan-kegiatan yang ditetapkan. Indikator
kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa

kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan

atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan

setidaknya menggunakan kelompok indikator masukan,

keluaran dan hasil.

Sistem Pengumpulan Data Kinerja
Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data

kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok

sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi

atau data internal dan data yang bersumber dari luar
organisasi atau data eksternal. Data tersebut dapat berupa

data primer ataupun data sekunder. Agar diperoleh data

kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten,

maka perlu dibangun/dikembangkan sistem pengumpulan

data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi

kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas

prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk
itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat

mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang

bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu

dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat

dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat

laporan secara regular (mingguan, bulanan, triwulanan,
dan seterusnya) atas data kinerja. Menurut Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator
kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator
masukan, keluaran, dan hasi1, dilakukan pada setiap tahun

untuk mengukur kehematan, efektivrtas, efisiensi, dan

kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan

data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat
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3.

diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau

dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan
organisasi. Ha1 ini terkait dengan pertimbangan biaya dan

tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur

indikator kinerja dampak. Dalam ha1 ini instansi

disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna

mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan,

kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebr..lakan

instansi terhadap masyarakat.

Cara Pengukuran dan Perbandingan Kinerja
Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang

dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran

kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan

kebutuhan organisasi/ instansi yang melakukan

pengukuran kinerja. Dengan kata 1ain, kita tidak perlu

memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran

apabila kondisi tidak memungkinkan dan cara/ metode

lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode

tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran

(pembandingan data) kinerj a yang dapat dikemukakan dr

sini adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara rencana dengan realisasinya;

2) Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan

realisasi tahun sebelumnya;

3) Membandingkan realisasis di tahun ini dengan target

RPJMD / Renstra;

4) Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis

dan dianggap terbaik dalam bidangnya (benchmarking);

dan

5) Membandingkan antara realisasi dengan Standar

Nasional (bila ada).
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l^ampiran formulir pengukuran kinerja selengkapnya

terdapat pada formulir berikut ini:

FORUULIR PER^'ANJIAN XINTR.IA
TIIYGKAT PEMERIIYTAII

Provinsi/Kabupaten/Kota . (a)
Tahun Anggaran . (b)

Jumlah Anggaran Tahun.. .. ..... : Rp......(c)
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun........., Rp. (d )

C. TTTALUASI DAI{ A.TTALISIS KIITERJA

1. Pengertlan

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau

melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau

unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang

dibebankan kepadanya.

ra!

rat
: ? Tempat, ......... ........,2O.......
: : Gubernur
. a , . . -.. . . . . - . _ . . . _ . . _ , .. _ti , . . _

'a
.aliaa
r.l:'l
.o
.a.a

s.o: FORMULIRfENGUKURAN KIN A

.O

.'r

Sasaran Strategis lndikator Kineria Target
{{l (2) (3)
o o o

a I
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2.

Evaluasr kinerja merupakan analisis dan interpretasi

keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi

dapat diartikan secara luas ataupun secara sempit. Ha1 ini
dapat dilihat dari siapa yang melakukan evaluasi. Evaluasi

secara menyeluruh antara lain mencakup penilaian

terhadap apa yang dilaporkan dan dihasilkan, dan penrlaian

atas pencapaian hasil; penilaian atas aktivitas, program,

kebijakan dan keselarasan dengan misi dan visi organisasi;

penilaian atas akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada

peraturan perundang-undangan; penilaian atas

pelaksanaan tugas; penilaian kinerja pegawai; penilaian

krnerja pengawas; pelanggan, dan pihak ketiga lainnya.

Evaluasi menyeluruh ini pada umumnya dilakukan oleh

eualuator eksternal. Di samping itu, evaluasi juga dapat

dilakukan oleh pihak internal organisasi yang mencakup

penilaian atas apa yang telah dicapai organisasi,

menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, dan

menghitung nilai capaian kinerja kegiatan tersebut.

Evaluasi kinerja yang dimaksud di sini adalah evaluasi yang

dilakukan oleh eualuator internal yaitu Aparat Pengawas

Internal Pemerintah (APIP).

Tujuan

Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar

organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian

realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-

sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian

misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan

instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa

yang akan datang.

Pelaksanaan

Evaluasi atas capaian setiap indikator klnerj a kegiatan

untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal

hal yang mendukung keberhasrlan dan kegagalan

pelaksanaan suatu kegiatan. Selain itu, analisis efisiensi

dengan cara membandingkan antara keluaran (output) dan

3.
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masukan (input), baik untuk rencana dan realisasi, perlu
dilakukan dalam evaluasi kinerja. Analisis ini memberikan
data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu inpuf
tertentu yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi yang

dilakukan oleh suatu instansi/ organisasi. Setelah analisis
efisiensi, maka pengukuran tingkat efektivitas yang

menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan

hasr1, manfaat atau dampak perlu dilakukan. Evaluasi juga

dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (perfonnance

gap) yang terjadi, yang mencakup penyebab terjadinya gap

maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan
dilaksanakan.

Seperti dijelaskan dalam Pedoman Penyusunan pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja
Instansi Pemenntah (LKIP) harus menyajikan data dan

informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat
menginterpretasikan keberhasilan/ kegagalan tersebut
secara lebih iuas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu
dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas
kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut

meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan
sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan
dalam perencanaan strategis. Dalam analisis ini perlu pula
dijelaskan proses pencapaian sasaran dan tujuan secara

efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan

kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan
dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara

lengkap dan rinci. Apabila memungkinkan, dapat dilakukan
pula evaluasi kebrjakan untuk mengetahui ketepatan dan

efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan

proses pelaksanaannya.
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BAB VII

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TRIWI'LANAN DAN TAHUNAN

A. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban

suatu tugas dan tanggung jawab tertentu dengan diberikan
kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Untuk
melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini perlu adanya

akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadai, tertib,
dan teratur, sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada

pemerintah. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah juga

diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk
dapat mempertanggungjawabkan mandat/ kewenangannya

kepada masyarakat/publik melalui lembaga perwakilan. Instansr

pemerintah harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan

keberhasilan/ kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media

utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan

kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam

suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian

tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Tujuan dari disusunnya

LKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau

. pimpinan kolektif lembaga/ instansi kepada pihak-pihak yang

memberi mandat/ amanah. Oleh karena itu, pelaporan AKIP

merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab

tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap

manajer/ pejabat publik.

LKIP yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk:
1. Meningkatkan akuntabilitas instansi;

2. Umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah;



48

3. Meningkatkan perencanaan di segala bidang, baik
perencanaan program / kegiatan maupun perencanaan
penggunaan sumber daya organisasi instansi;
Meningkatkan kredibilltas instansi di mata instansi yang lebih
tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap instansi;

Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi; dan
Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat (akuntabel).

B. PRINSIP PENYUSUNAN LKIP

Prinsip penyusunan LKIP pada umumnya mengikuti prinsip
penyusunan laporan yang lazirn menjadi syarat dapat disusunnya
laporan yang baik, yaitu laporan harus disusun secara jujur,
objektif, dan transparan. Di samping itu, masih ada beberapa

prinsip lain yang perlu dicermati dan sangat penting yaitu:
1. Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Hal-hal yang

dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan

dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik
kegagalan maupun keberhasilan. Pihak yang melaporkan

harus dapat menuangkan secara jelas lingkup
pertanggungjawaban, baik hai-hal yang dapat dikendalikan

. (controllable) maupun yang tidak dapat dikendalikan
(uncontrollable) kepada pihak pengguna laporan, sehingga

memudahkan dalam memahami laporan tersebut.

2. Prinsip prioritas. Hal-ha1 yang dilaporkan adalah hal-ha1

yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan

pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-

. upaya tindak lanjut. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik
keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan-perbedaan atau
penyrmpangan-penyimpangan antara realisasi dengan

target/standar f rencana f anggaran.

4.

J.

6.
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3. Prinsip manfaat. Manfaat penyusunan laporan harus lebih
besar daripada biayanya dan laporan tersebut bermanfaat
bagi peningkatan pencapaian kinerja instansi.
Beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu,
dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti fielas dan
cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten,
tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi,
berdaya uji (uerifi.able), lengkap, netral, padat, dan

terstandardisasi perlu pula diperhatikan dalam penyusunan

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

C. RUANG LINGKUP ISI PELAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

Ruang lingkup pelaporan meliputi segala sesuatu yang

berkaitan dengan tanggung jawab atas mandat yang diberikan,
pendelegasian wewenang ataupun amanah kepada seorang
pejabat publik berikut berbagai sumber daya yang digunakan
untuk mencapai misinya.

Pada intinya, lingkup pelaporan AKIp yang dituangkan
dalam LKIP adalah kinerja instansi pemerintah dalam arti
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan
instansi pemerintah. LKIP secara lebih lengkap meliputi
pengungkapan mengenai mandat apa yang diemban instansi,
perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja
instansi, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja.
, Dalam rencana strategis disajikan gambaran singkat
mengenai visi, mrsi, tujuan, dan sasaran yang ingrn dicapai, cara

mencapai tuj uan dan sasaran, serta kebijakan dan program.

Sedangkan dalam rencana kinerja diungkapkan kegiatan-

kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program

untuk tahun yang bersangkutan. Dalam pengungkapan

akuntabilitas kinerja instansi, selain dipaparkan hasil
pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas
kinerja, juga diuraikan secara sistematis keberhasilan/ kegagalan,
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hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta

langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh instansi.

Selain itu, lingkup peiaporan AKIP juga meliputi

akuntabilitas keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi

anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya,

termasuk analisis mengenai capaian indikator kinerja instansi.

Mengingat luasnya cakupan dan lingkup yang dilaporkan, agar

lebih bermanfaat, LKIP hendaknya lebih banyak melaporkan

penyajian data dan fakta secara analisis krnerja organisasi

instansi.

Bagian yang disajikan pada BAB III LKIP akan menjadi

fokus utama dari materi yang dilaporkan. Untuk lebih

memfokuskan pelaporan AKIP ini maka substansi yang

dilaporkan hendaknya lebih ditekankan pada kinerja utama unit
atau program-program utama dari organisasi. Dengan tidak
mengurangi pentingnya unit-unit yang bersifat penunjang dan

program-program penunjang maupun aktivitas penunjang,

pelaporan kinerja unit utama dan program utama hendaknya

mendapat perhatian yang lebih besar dari pimpinan instansi yang

menyusun LKIP.

Pelaporan AKIP ini di samping melaporkan aktivitas atau

program yang controlloble juga melaporkan program atau kegiatan

yang tidak dapat dikendalikan sendin oleh organisasi instansi

(uncontrollableJ. Hal ini dianggap penting karena partisipasi
' instansi pemerintah dewasa ini terfragmentasi kepada bidang-

bidang yang sangat luas yang tidak mungkin dikelola hanya oleh

satu lembaga saja. Disinilah perlunya usaha-usaha koordinasi

dan sinkronisasi bahkan persetujuan oleh pimpinan puncak.

Oleh karena itu, LKIP diharapkan dapat difungsikan sebagai

salah satu sarana untuk perwuj udan good gouerylance di samping
j uga untuk perbaikan manajemen.
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D. PRINSIP - PRINSIP LKIP

Penyusunan LAKIP (penyusunannya bersifat akademis),

harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu
laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan

transparan. Disamping itu, perlu pula diperhatikan:

a. Prinsip lingkup pertanggungjawaban, hal-hal yang dilaporkan
harus proporsional dengan lingkup kewenangan, tanggung
jawab, tugas pokok dan fungsi utama masing-masing PD dan

memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.

Kegiatan-kegiatan pendukung seperti administrasi
perkantoran tidak perlu dilaporkan dalam LKIP;

b. Prinsip prioritas, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting

dan relevan bagi pengambilan keputusan dan

pertanggungjawaban instansi yang drperlukan untuk upaya-

upaya tindak lanjutnya; da

c. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar

daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus
mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Dalam hubungan itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri
laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya

diandalkan, mudah dimengerti fielas dan cermat), dalam bentuk
yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar
bagian), berdaya banding tinggi (reliable), berdaya gi (uerifi.able),

lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang

ditetapkan.

E. FORMAT LKIP

Agar laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

lebih berguna untuk umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, bentuk dan isi laporan akuntabilitas kinerja
perlu diseragamkan outline-nya, tanpa mengabaikan keunikan
masing-masing unit organisasi instansi pemerintah.

Penyeragaman ini paling tidak dapat mengurangi

keberagaman yang cenderung menjauhkan pemenuhan prasyarat
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minimal akan informasi yang seharusnya dimuat dalam laporan
ini. Penyeragaman juga dimaksudkan untuk pelaporan yang

bersifat rutin, sehingga pembandingan-pembandingan dapat
dilakukan secara memadai. Laporan akuntabilitas kinerja dapat

dimasukkan pada kategori laporan rutin karena paling tidak
disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan setahun sekali.

Suatu format standar laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah diharapkan akan mencapar tujuan-tujuan sebagal

berikut:

1. Laporan berisi informasr minimal agar mencapai dua tujuan
sekaligus, yaitu untuk akuntabilitas dan untuk umpan balik
bagi pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja;

2. Untuk tujuan evaluasi, format yang standar ini dapat

digunakan untuk mencek praktik-praktik manajemen

pemerintahan yang baik; dan

3. Format yang standar ini dapat digunakan sebagai prototApe

laporan yang akan diperbaiki terus-menerus, baik dari segi

penyusunan maupun penyajian informasinya.

Format standar laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah diharapkan dapat memudahkan pihak-pihak
eksternal untuk mengakses dan mengevaluasi.

Hal ini akan dapat memudahkan pihak internal untuk
memberikan informasi-informasi yang setidaknya disepakati
untuk mencapai tujuan pelaporan. Berikut ini disajikan format

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ter.tarrg Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansr Pemerintah, adalah sebagai

berikut:
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OUTLINE

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Exe cutiu e Summary [khtis ar Eks ekutifl
BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi
yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam
perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

BAB III Akunrabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi

pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil
pengukuran kinerja.

BAB IV Penutup

Lampiran-lampiran

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran utama gang telah

ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi
pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta

' kendala-kendola gang dihodopi dolom pencopaian. Disebutkan

pula langkah-langkah apo aang teloh dilakukan untuk mengatosi

kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggutangi

kendala gang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijeloskan hal-hal umum tentang organisasi serta

uraian singkat mandat apa aang dibebankon kepado instansi
(g amb ar an umum tup o ksi).
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BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana

strategis, KINERJA dan Rencana Kinerja. Pada a u.tal bab ini
disajikan gambaran secara singkat sasaran gang ingin diraih
organisasi pada tahun gang bersongkutan serta bagaimana

kaitannya dengon capaian uisi dan misi organisasi.

Rencana Strdtegis

Uraian singkot tentang rencona strategis organisasi, mulai dai
uisi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi.

Rencand Kinerja
Disojikan rencana kinerja pada tahun Aang bersangkutan,

tenfiama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai

sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut, dan

ind i kato r k eb erha silan p encap aianng a.

Perjanjian Kinerja
Disajikan target-torget penting gang sudoh diperjanjikan dan

dijeloskan apokah ada perbedaan ontara target kinerja pada

Rencana Kinerja dengon gang di Penetapan Kinerja.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Podo bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja,

eualuas| dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamny a

menguraikan secara sistematis keberhasilan/ kegagalan,

hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta

.longkah-larLgkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu,

dilaporkan pula okuntabilitas keuangan dengdn cara meng ajikan
olokasi dan reolisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau

tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator
kinerja efisiensi.

BAB IV, PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secord umum tentcng

keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendolo utama yang

berkoitan dengan kinerja ins/ansi gang bersangkutan serta strategi
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pemecahan masalah a ang akan dilaksanakan di tahun
mendatang.

LAMPIRAN-I,AMPIRAN

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan,

gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana,
metode, dan aspek lain dan data gang releuan, hend_akruya tid-ak

diuroikan dalam bodon teks laporan, tetapi dimuat dalam
lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan d,an

perundong-undangan tertentu Aang metupakan kebijakan Aang
ditetapkan dalam rangka pencapaian uisi, misi, tujuan, dan
sosoran perlu dilampirkan. Jiko jumlah lampiran ankup banyak,

hendaknga dibuat daftar lampiran, daftar gambor, dan d.aftar

tabel secukupnga.
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BAB VIII
PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi serta pengelolaan

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang

dipercayakan kepada setiap instansr pemerintah, berdasarkan suatu
sistem akuntabilitas yang memadai.

Dalam ha1 ini, setiap instansi pemerintah secara periodik

wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran stratejik
organisasi kepada para stokeholders, yang dituangkan melalui
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIp dalam

SAKIP, dilakukan melalui proses pen)rusunan rencana strategis,

pen]rusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja intansi pemerlntah

LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja,
dan alat pendorong terwujudnya good gouernance d,ao cleon

gouerment Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP ini juga
berfungsi sebagai media pertangungjawaban kepada publik. Semua

itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh pD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung, serta instansi terkait.
Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai

perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan presiden Nomor

29 Tahun 2Ol4 tenlang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ini diharapkan dapat menjadi pedoman/acuan bagi

semua PD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam

menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

(SAKIP), baik format/bentuk, substansi, proses dan waktu.
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pelaksanaannya, sehingga penerapannya menjadi lebih baik dari

kualitas, akuntabilitas dan tepat waktu.

Oleh karena itu, masukan-rnasukan positif bagi

penyempurnaan pedoman ini tetap diperlukan, agar tujuan
pen1rusunan dokumen-dokumen Calarn penerapan Sistem AKIP

sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,
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LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA BAI,.{DUNG

NOMOR : 119 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 November 2022

A. RENCAIIA STRATEGIS

Penyajian rancangan Rencana Strategis PD dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Beiakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana
Strategis PD, fungsi Rencala Strategis PD dalam
penyelenggaraan pemban{unan daerah, proses pen}'usunan
Rencana Strategis PD, keterkaitan Rencana Strategis PD
dengan RPJMD, Renstra KIL dan Renstra
provinsi/ kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat
Daerah.

B. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang stmktur organisasi, tugas
dan ftr-ngsi, kewenarrgan PD, serta- pedoman yang dijadikan
acuan dalam penln-rsunan perencanaan dan penganggaran
PD.

C. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusllnan Rencana, Strategis PD.

D.Sistematika Penulisan
Menguraikal pokok bahasal dalam pemrlisan Rencana
Strategis PD, serta susunarl garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat informasi tentang peral (tugas dan fungsi) PD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas
secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam
penyelenggaraan tugas dal fungsinya, mengemukakal
capaian- capaian penting yang teiah dihasilkan melalui
peiaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan
capaian program prioritas PD yalg teiah dihasilkan melalui
pelaksanaal RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas
hambatal-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai
periu diatasi melalui Renstra PD ini.
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A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian
tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah
kepala PD. Uraian tentang struktur PD ditujukan untuk
menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana
PD(proses, prosedur, mekanisme).

B.Sumber Daya PD
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, dan unit
usaha yang masih operasional.

C.Kinerja Pelayanan PD
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD
berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis PD periode
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau
indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya
seperti SDGs atau indikator yang telah diratilikasi oleh
pemerintah. Format penyajiannya dapat dilihat pada tabel
berikut ini.

Tabel . ..
Pencapaian Kinerj a Pelayala:-r PD*)................. Kab/ Kota**),.

Realisasi Capajar
Talun ke-
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Tabel ...
Anggaral dan Rea-lisasi Pendanaan Pelayanan PD* ... .. Kab/Kota**)..

*) diisikan dengan ualna PD
**) diisikan dengal nama Provinsr/Kabupaten/Kota *) disesuaikan dengan keweflangan pD

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja
interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian tabel kinerja pelayalan PD, interpretasi
sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya
kesen_iangan/ gap pelayanan, pada peiayanan mana saja
target telah tercapai, faktor apa saja yalg mempengaruhi
keberhasilal pelayanan ini, lalu pada pelayanan mala saja
target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum
berhasilnya

pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk
menggambarkan potensi dal permasa-lahan pelayanal PD
ditinjau dari kineqja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian tabel alggaran dan realisasi pendalaan
pelayanan PD, interpretasi sekurang-kurangnya
mengemukakan pada tahun mala saja rasio antara realisasi
dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada
perihal mana yang baik atau kurarg baik, dan selanjutnya
mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja pengelolaan pendanaan pelayanal PD, misalnya
prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber
daya manusia), progres pelaksanaan program, dan
sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk
menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan
pelayanan PD.

UraiaJI
Anggaran pada

Taiun ke
Rea.Iisasi Angga!:an

pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke Pertumbuhan

i 2 3 I I ) 3 1
,2 3 Anggaran Realisasl

(i) t:2\ (3) ('r) (s) (6) t7) t8) (s) (l0l (t l) l12t (13) (14) (l s) (161 (17) {18)

I
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D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
Bagian ini mengemukakan hasil alalisis terhadap Rencana
Strategis K/L dan Rencana Strategis PD Kabupaten lKota,
hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap
KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan oeluang baei
pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang.
Bagial ini mengemukakal macam peiayalan, perkiraan
besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi
pengembalgan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU_ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan PD
Pada bagian ini dikemukakan permasalahal-permasalahan
pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhin-rra.
Identihkasi permasalahan didasarkan Anaiisis Gambaran
Pelayanan PD.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali
Kota
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD
yalg terkait dengar visi, misi, serta program Wali Kota dan
Wakil Wali Kota. Selanjutnya berdasarkan identifikasi
permasalahan pelayanan PD dipaparkan apa saja faktor-
faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang
kemudial menjadi salah satu bahal perumusan isu
strategis pelayanan PD.

C. Telaahan Renstra KIL dan Rencana Strategis
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari
pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
PD ciitinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis
K/L ataupun Rencana Strategis.

D.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang
mempengarlrhi permasalahan pelayanan PD ditinj au dari
implikasi RTRW dan KLHS.

E. Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari
pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan PD ditinjau dari:
1. gambaran pelayanan PD;
2. sasaran jangka menengah pada Rencana Strategis K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Rencana Strategis PD;
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4. implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
5. impiikasi KLHS bagi pelayanan PD.
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu
strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.
Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh infcrmasi
tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui
Rencana Strategis PD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN

A. Tujuan cian Sasaran Jangka Menengah PD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan
dan sasaran j argka menengah PD. Pernyataal tujuan dan
sasaran jalgka menengah PD beserta indikator kinerjanya
disajikan daiam Tabel berikut ini.

Tabel
Tujual dal Sasaral Jalgka \lenengah Peial-alal PD

TNDIKATOR SASARAN

B. Strategi dal Kebr.l akan PD
Pada bagian ini drkemukakan rumusan pernyataan strategi
dan kebijakan PD dalaii: 5 tli:ilai tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGR,{I\,I DA\ KEGL\T-\\. I\)IL{TOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PE\D.\\.I\\ I\D]liiTl!

Pada bagian ini dikemukakan rencana program d.an {.qra:;i-.
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikarii
(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kine4a,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif)' Adapun
penyajiannya menggunakan Tabel berikut ini.
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Tabel ....

Rencana Program, Kegiatal, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaral, dan
Pendaraan Indikatif PD............. .... ......)

Kab/Kota..............,........**)

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yalg secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam S
(iima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dalr sasaran RPJMD.

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel ....
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Target Rineda Progr.m da! (e€neka Pendanm

cung

ili i2l il t5l 1il a {10) t2 l1+l ll6) {l8l ilg i20 121l

i

2

2 I

Kondisi

Kineqa pada awal
periode RPJMD

Target Capaian Setiap Taiun
Kondisi Kinena pada athir

periode RPJMD

Tahun O
Tahun

I
Tahurr

2
Ta.hull

3
Tahun

4
Taiun

5

(1) {2) (3) (4) (6) {7) (8) (e)
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Tatakala Waktu Peny,usunan Rancangan Rencana Strategis PD:
t- Kepala PD menyampaikal rancangan Renstra PD kepada

Kepala Badan Perencanaan Pembalgunan, Penelitial dan
Pengembangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, paiing
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Edaran WaIi
Kota diterima

2. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Wali Kota, Badan
Perencanaan Pembangunal, Penelitiari dan
Pengembangan Pemerintah Daerah Kota Bandung
melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra PD,
sebagai bahan penyemplirnaan rancangan awal RPJMD
menjadi rancangan RPJMD.

:. Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu
disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra
PD disampaikan kembali oleh Kepala PD kepada Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Pemerintah Daerah Kota Bandung paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verihkasi dilakukan.

c) Penyusunal Rancangan Akhir Renstra PD

(1) Penlrrsunan rancangan akhir Renstra PD merupakan
penyempurnaan rancangan Renstra PD, yang berpedoman
pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Penyempurnaan rancangan Renstra PD bertujuan untuk
mempertajam serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan,
prograrn dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan
tugas dan fungsi PD yang ditetapkan da1am RPJMD.

d) Penetapan RENSTRA PD

(1) Rancangan akhir Renstra PD disampaikan kepala PD
kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Pemerintah Daerah Kota Banriung untuk
memperoieh pengesahan Wali Kota.
(2) Rancangan akhir Renstra PD diverif,rkasi akhir oleh
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kota
Bandung.
(3) Verifikasi akhir harus dapat menjamin kesesuaian
tuiuan, sasaran, strategi, kebiiakan, program, dan kegiatan
PD dengal RPJMD, dal keterpaduan dengan rzrncangan
akhir Renstra PD lainnya.
(4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangar Pemerintah Daerah Kota Bandung
menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yalg
telah diteliti melalui verifrkasi akhir, untuk diajukan kepada
kepala daerah guna memperoleh pengesahan.
(5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada poin 4,
ditetapkan dengan Keputusan Waii Kota.
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(6) Pengesahan rancangan akhir Renstra PD dengan
Keputusan Wali Kota, pa-ling lama 1 (satu) bulan setelah
Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
(7\ Kepala PD menyesuaikan Renstra PD berdasarkan
Keputusan Wali Kota tentang pengesahan Renstra PD dan
diserahkan kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembalgan Pemerintah
Daerah Kota Bandung paling larna 7 (tujuh) hari setelah
pengesahan Renstra PD oleh kepala daerah.
(8) Rencana strategis PD ditetapkan dengan Peraturan Wali
Kota seteiah RPJMD ditetapkan.

A. TATA CARA PENruSUNAN HASIL REVIU RENSTRA
PERANGI(AT DAERAH

RIITCANA STRATEGIS
Tahun ..... s/d ......

BERITA ACARA
HASIL REVIU RENSTRA DAN IKU

........ (PDl KOTA BANDULG TArrUN......

Nomor:

Fada hari ini .........., Tanggal ......... Bulan Tahun ....., kami

Tim Reviu .. . . (PD) . .. . .. ., yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan

Kepala ..... (PD) ..... Ko'ra Bandung Nomor : .................. Tanggal

teiah melaksanakan Reviu Rencana Strategis dan Indikator

Kinerja Utama (lKU) .... (PD) ....., dengan rincian hasii sebagai berikut

I. VISI

a. Uraian Visi Sebelum dan setelah Reviu

VISI
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b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Visi

c. Uraian Visi Setelah Reviu

IrISI
[Setelah Reviu]

II. MISI

a. Uraian Misi Sebelum Reviu

b, Rekomendasi Tim Reviu / Iilarasumber tentang Misi

Perubahan Misi Sebelum dan Setelah Reviu

MISI
(setelah reviul

1.

2.

3.

VISI MiSI
1.

2

3.

4

5

MISI
1.

3.

c
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III. TUJUAH

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Tujuan

c. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu

i.V. SASARAN

a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

MISI TUJUAN

1.

2.
3.

4.
5.

1.

2.

4.

TUJUAN
(setelah reviu!

1.

2.

4.

TUJUAI{ SASARAN

1.
2.

J.

4.
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b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentaEg Sasaran

c. Uraian Sasaran Sebelum dau Setelah Reviu

SASARAN

(setelah reviul

V, INDIKATOR BINERJA SASARAN

a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN INDIKATOR KINERJA

1.

2.

4.

5.

b, Rekomendasi Tim Reviu / I[arasumber tertang Indikator
Kinerja

1.

2.

3.

4.

1.

3.

4.

5.

6.
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c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

INDIKATOR KINER.IA
(sebelum reviu)

INDIKATOR KINERJA
(setelah reviu)

VI. INDIKAI1OR IilNER.IA UTAIEA (IKU)

a, Uraian IKU Sebelum Reviu

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang IKU

c, Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu

SASARAN IKU
1.

2.

.f.

+_

5.

i.
2.
J.

4.
5.

6.

IKU
(sebelum reviul

IKU
{setelah reviul

1_ 1.

2. 2.

3.

4. 4.

5. q
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VII. FORMULASI INDIKATOR KII{ERJA SASARAN (IKSI dan

INDIKATOR NINERJA UTAIIIA (IKUI

a. Uraian Formulasi IKS/IKU Sebelum Reviu

Indikator
Kinerja
Sasaran

AIasan
(sebelum

reviul

Cara
Pengukuran

(sebelum
reviu)

Keterangan
/ Kriteria
(sebelum

reviuf

b. Rekomeadasi Tim Reviu /Narasumber teatang Formulasi
IKS

c. Uraian IKS/IKU Setelah Reviu

Indikator
Kinerja
Sasaran

Alasan
(setelah
reviul

Cara
Pengukuran

(setelah
reviu)

Keterangan
/ Kriteria
(setelah
reviuI
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VIII. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Iadikator Kinerja (IKS/IKUI Sebelum Reviu

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Target
Kinerja Sasaran

e. Riacian Target tndikator Ki.aerja (IKS/IKU) Setelah Reviu

Berdasarkan hasil reviu tersebut
Stratbgis .... IPD) ...... 2O....-2O....
sebagai berikut :

di atas maka Tabel Rencana
Hasil Reviu Tahuu ......., adalah

INDII(ATOR KII{ERJA SATUA
N

KOI{DISI
AWA.L

RETSTBA
(20131

IARGET KIITER.'A PAI}A TA}II'N KO]TDISI
AI(IIIR

RENSTRA2014 20r5 2076 2017 2018

(1) {2} (:r) (41 (s) (6) (7) (8) (e)

1

z_

3.

4.

II{DIXATOR I{IIIERJA SATUAN

I{ONDISI
AWAI,

RENSTRA
(2O13)

TARGET KIIYERJA PADA TAIIUIT I(ONDISI
AXIIIR

RDNSTRA201+ 2()15 2016 2017 20tE

{11 (3) (4) (51 t6) \7) {8) 1e)

1

2

3

4.

NO TUJUAIT SAS.A.RA]C
II{DIfiATOR

KINEE,IA SATUAJ{

KOIIDISI
ACIAI

REIISTRA
12013t

TARGE'T KIITERJA PADA TAIIUN I(ONDISI
AIIIIIR

RENSTRA
{2O18t

2019 2o2C 202t 2422 202

(l ) \2) (s) (4) (sl {6) 17) (8) (e) (i0) 11) (12)
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Mengetahui :

Kepala...-.
(PD) . ..

Kota
Bandung

Nama
Pangkat

NIP.

Bandung,

Tirn Reviu Renstra dan IKU ... (PD) -...

1. Ketua Tim

Nama

2. Anggota

Nama

3. Anggota

Nama

4. llarasumber:

(tarrda

tangar )

B. INDII{ATOR KINER.TA UTAMA (IKU} TINGKAT KOTA

DAN PERANGI{AT DAERAH
INDII(ATOR KINERJA UTAMA (IKU} KOTA I PD ....,..,,.

TAHUN

Ban dung,
Wali Kota/ Kepala PD/Unit Keqa

KINERJA UTA}IA
{TUJUAN/SASARANI

rtrt\tra a,naiE PEIIJELASAN
KETERANGAN

I
PENJELASAIT

KINER,'A
UTAMA

FORMI'LASI /
CARA

PE}IGI'KI'RAN

SIIMBER
DATA

{1t l2l {3t {4) (s)

(tanda

tangan )

(tanda

tangan )

(tanda

ta.rlgan )

Nama

( ......................................)
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Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis PEMDA sesuai dengan
RPJMD atau Koiom (1) diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan
dokumen Rensrra PD;

2. Kolom (2) diisi dengan satu atau 'tebih Indikator Kinerja yang
relevan dengan sasaran strategis PEMDA atau JANJI POLITIK
Kepaia Daerah sesuai ciengan Dokumen RPJMD atau Kolom (2) diisi
dengan satu atau lebih Indikator Kinerja yang relevan dengan
sasaran strategis Renstra PD aiau yang menjadi Core Bussines
Organisasi atau Lembaga;

3. Koiom (3) ciiisi dengan nama satuan yang reievan riengan Indikator
Kinerja;

4. Kolom (a) diisi ciengan alasan kenapa dijadikan IKU;
5. Kolom (5) diisi dengan formulasi atau rumusan perhitungan sesuai

perundang-undalgan yang berlaku;
6. Kolom (6) diisi dengan PD/Unit kerja pengampu

(penanggungjawab);
7. Kolom (7) diisi dengan persyaratan atau kriteria penilaian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RENCANAKINERJATAHUNAN
FORMULIR RENCANA KINER^'A TAIIUNAN

PD : (ai
TAIIUN : (bl

Petunjuk Pengisiar:
I .. Header (a) diisi nama unit organisasi;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Koiom (1) riiisi ciengan sasaran strategis organisasiT Pemerintah

Kota/ PD sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka
menengah;

4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis
organisasi/ Pemerintah Kota/ Perangkat Daerah dalam koiom
( 1);

5. Kolom (3) <iiisi dengan angka target ciari masing-masing
indikator kinerja sasaran.

Kinerja
(Sasaran)

Indikator
Kinerja

Target Program Kegiatan
Indikator
Keglataa

Targe t Anggaran
(Rpl

{1) t2) {3) (4| {5) (5) t7l (8t
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Sistematika Pen5rusunan Rencana Kinerja Tahunan
(RIIT| :

DAD r D^-l^L,,1,,^-

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Ko'ra Bandung

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika

BAB II Rencana Strategis

2.1 Visi dan Misi

2.2 Tujuan dan Sasaran

2-3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

2.4 Indikator dan target

BAB IIi Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya

3.1 Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

3.2 Capaian Kinerja Triwulan berjalan

3.3 Rekomendasi Hasii Evaluasi Kinerja Tahun

sebeliimnya dan Tahiin berjalan

BAB IV Rencana Kinerja Tahun N-1

4.1 indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun N-1

a...Indikator Kinerja Utama Tahun N-1

b... Analisis Perbandingan Target Kinerja Tahun

sebelumnya, Tahun berjalan dan Tahun N-1

c. .. Rencana Kinerja Tahun N- I

4.2 Rencana Kerja dal Anggaran Sekretariat Daerah Tahun
I\T, I

BAB V Penutup



D. PERJANJIA}I KINIRJA

D.1.1 PERNYATAAN PERJANJIAN IilNERJA TINGKAT UNIT
ORGANISASI/ PERAIIGI(AT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERNTATAAN PERJANJIAN NINERJA

(PERANGKAT DAERAII/UNIT KERJAI KOTA BANDUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Jabatal

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama
Jabatan

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerj a yang
seharusnya sesuai iampiran perjanj ian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti 5rang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung j awab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akal
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaar dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Bandung,

PIHAK PERTAMA

Pangkat

(Wali Kota Bandung)
NIP.

(Kepala PD)
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Petunjuk Pengisian :

1. Header (a) diisi dengan Nama Perangkat Daerah
2. Header (b) dilsi dengan Tahun Anggaran yang akan

diperjanjikan
3. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
4. Kolom (2) diisi dengan pernyataan sasaran strategis pD sesuai

. dengan dokumen Rencana Strategis PD. Sasaran strategis pD
sekurang-kurangnya adalah output
Contoh : Dinas Pertanian
" Meningkatnya produksi tanaman pangan ',

5. Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari
PD sesuai dengan dokumen Renstra PD ataupun berdasarkan
penetapan iKU. IKU pada tingkat ini setidaknya adalah
indikator kinerja outcome;
Contoh :

o Presentase peningkatan produksi padi
o Presentase peningkatan produksi jagung
o Presentase peningkatan produksi kedelai

6. Kolom (a) diisi sesuai dengan karakter indikator
7. Kolom (5) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan

dicapai dari setiap indikator kinerja;
8. Kolom 16) , (7) , (8) dan (9) diisi dengan pembagian dari target

tahunan yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator
kinerja

9. Kolom (10) diisi dengan nomor urut
10. Kolom (11) diisi dengan nama program dan kegiatan utama/

pokok yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja
organisasi;

11. Kolom (12) diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada
kegiatan yang bersangkutan;

12. Kolom (13) berisi sumber pendanaan.



D.2.1 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Logo Pemerintah Kota -

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ......

Dalam rangka mewu;Udkan maniljemen pemerintahan yang erektif, transparan
dan akunlabel seda berorientasi pada hasil, VanU heflanr:la tangan di baruah ini

Pada tahun . inr belanji akan rnelujudkan target kinerya lahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target krnerja jangka nienengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian targel kine a teisellul nrenjadi tanggung jawirti kanri.

Wali Kota Bandung

Nanra .

Jabatan
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D.2.2. FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH KOTA

Kota
I anLln Anggara

: (a)
: (b)

Jumlah Anggaran Tahun .. .Rp ( c )

Wali Kota Bandung

( .. )

Petunjuk Pengisian:
1 Header (a) ditsi dengan Nama Frovinsi/Kabupat€ni Kota
2 Header (b) diisi dengan Tahun,Anggaran yang akan diperjanjJkan
3 Kolom (1) diisi dengan Sasaran Strategis PEh,lDA sesuai clengan RpJlr.,lD.

Sasaran strategis PEMDA adaiah outcome dan output penting;
"N{eningkatnya Pendapatan Pelani''

4. Kolonr {2) diisi dengan satu atau lebih lndikator Krnerja yang relevan dengan
Sasaran Stratests PEfulDA sesuai dengan RPJMD alaupun berdasarkan
penetapan IKU {lndikattrr kinerja setiirp sasaran dimungkinkan lebih dfll satu
indikator).
Colrtoll .

. Persentase peningkatan pendapatan petani

. . Tingkat produksi padi per hektar per musirrr tanam
I Kolom (3) diisi dengan angka target yang rliperjanjikan akan rircapar dari

setiap indtkalor kinerja; {Jrka indikatornya berupa jumlatr/ kuanlitas seslratLr,
maka haru s disertakan satuannya).

10.Footer (c) diisi dengan Total jumlahlnilat pagu anggaran yang clirencirnakan
akan digunakan rintuk ntencapai sasBran strategis
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D.3 PERJANJIAN KINERJA ESSELON 3 DAN 4

LOGO

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

NAMA UNIT ORGANISASI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN...

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamr yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama

Jabatan

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineija
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target krnerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Prhak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penhargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Bandung,

PIHAK PERTAMA

()
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PERJANJIAN KINERJA

PERANGKATDAERAH ;

TAHUNANGGARAN ;

No Program Anggaran (Rp) Sumber

PIHAK KEDUA

Bandung,

PIHAK PERTAMA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4
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Petunjuk Pengisian :

1. Header (a) diisi dengan Nama Perangkat Daerah;
2. Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan

diperj anj ikan;
3. Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
4. Kolom (2) diisi dengan pernyataan sasaran strategis PD sesuai

dengan dokumen Rencana Strategis PD. Sasaran strategis PD
sekurang-kurangnya adalah output
Contoh : Dinas Pertanian
" Meningkatnya produksi tanaman pangan "

5. Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari
PD sesuai dengan dokumen Renstra PD ataupun berdasarkan
penetapan IKU. IKU pada tingkat ini setidaknya adalah
indikator kinerja outcome;
Contoh :

. Presentase peningkatan produksi padi

. Presentase peningkatan produksi jagung
o Presentase peningkatan produksi kedelai

6. Kolom (a) diisi sesuai dengan karakter indikator;
7. Kolom (5) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan

dicapai dari setiap indikator kinerja;
8. Kolom (6), (71, (8) dan (9) diisi dengan pembagian dari target

tahunan yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator
kinerja;

9. Kolom (10) diisi dengan nomor urut;
10. Kolom (1 1) diisi dengan nama program dan kegiatan utama/

pokok yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja
organisasi;

1 1 . Kolom ( 12) diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada
kegiatan yang bersangkutan;

12. Kolom (13) berisi sumber pendanaan.
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E.2. PENGUKURAN CAPAIAN IKI

CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No

Ninerja Keuangan

Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi l%)
Progra

m
Netiata

Pagu Realisasi Ketcrangan
Output

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12

1. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis pD atau turun satu tingkat
dibawahnnya yang bersifat output sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja;

2. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis pD atau
turun satu tingkat dibawahnya yang bersifat output sesuai dengan
dokumen Perj anjian Kinerja;

3. Kolom (3) diisi dengan nama satuan yang relevan dengan Indikator
Kinerj a;

4. Kolom (a) diisi dengan persentase pencaparan target dari masinng_
maslng;

5. Kolom (5) diisi dengan realisasi dari masing-masing indikator
kinerja;

6. Kolom (6) diisi dengan persehtase pencapaian target dari masing-
masing indikator kinerja dengan rumus;

7. Kolom (7) diisi dengan nama program utama/pokok yang relevan
digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi;

8. Kolom (8) diisi dengan nama kegiatan utama/pokok yang relevan
digunakan untuk menunjang pencapaian program;

9. Kolom (9) diisi dengan jumlah anggarankegiatan yang tertera di
program kegiatan (DPA);

10. Kolom (10) diisi dengan realisasi masing-masing kegiatan;
11. Kolom (11) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing_

masing kegiatan dengan rumus;
12. Kolom (12) diisi dengan barang atau jasa yang dihasilkan

oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
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Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis PD sesuai dengan

dokumen Renstra PD;
3. Kolom (3) diisi dengan satu atau lebih Indikator Kinerja yang

relevan dengan sasaran strategis Renstra PD;
4. Kolom (a) diisi dengan nama satuan yang relevan dengan Indikator

Kinerj a;
5. Kolom (5) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan

dicapai dari setiap indikator kinerja;
6. Kolom (6) diisi dengan pembagian dari target tahunan yang

diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator kinerja;
7. Kolom (7) diisi dengan nama program utama/pokok yang relevan

digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi;
8. Kolom (B) diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada

program bersangkutan;
9. Kolom (9) diisi dengan angka target (triwulan) yang diperjanjikan

yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja;
10. Kolom (10) diisi dengan nama pejabat struktural atau selaku

pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPIK).
11. Kolom (11) diisi dengan nama kegiatan utama/pokok yang relevan

digunakan untuk menunjang pencapaian program;
12. Kolom (12) diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan

bersangkutan;
1 3. Kolom ( 13) diisi dengan angka dan waktu (triwulan) target

diperjanjikan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja;
14. Kolom (1a) diisi dengan nama pejabat struktural atau selaku

pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPIK).
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Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran PD sesuai dengan dokumen Renstra

PD;
3. Kolom (3) diisi dengan satu atau iebih Indikator Kine4a yang relevan

dengan sasaran strategis Renstra PD;
4. Kolom (a) diisi dengan nama satuan yang relevan dengan Indikator

Kineda;
5. Kolom (5) diisi dengan angka target yang diperjanjikan yang akan

dicapai dari setiap Indikator Kinerja;
6. Kolom (6) diisi dengan nama program utama/pokok yang relevan

digunakan untuk menunjang pencapaian kine{a organisasi;
7. Kolom (7) diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan

bersangkutan;
8. Kolom (8) diisi dengan angka target (triwulan) yang diperjanjikan yang

akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja;
9. Kolom (9) diisi dengan nama kegiatan utama/pokok yang relevan

digunakan untuk menunjang pencapaian program;
10. Kolom (10) diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan

bersangkutan;
1 1 . Kolom ( 1 1) diisi dengan angka dan waktu (triwulan) target

diperjanjikan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja;
12. Kolom (12) diisi dengan nama pejabat struktural atau selaku pejabat

pelaksana teknis kegiatan (PPIK).
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Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran PD sesuai dengan dokumen

Renstra PD;
3. Kolom (3) diisi dengan satu atau lebih Indikator Kinerja yang

relevan dengan sasaran strategis Renstra PD;
4. Kolom (a) diisi dengan nama satuan yang relevan dengan

Indikator Kinerja;
5. Kolom (5) diisi dengan angka target yang diperjanjikan yang akan

dicapai dari setiap Indikator Kinerja;
6. Kolom (6) diisi dengan diisi dengan nama kegiatan utama/pokok

yang relevan digunakan untuk menunjang pencapaian program;
7 . Kolom (7) diisi dengan angka dan waktu (triwulan) target

diperjanjikan yang akan drcapai dari setiap indikator kinerja;
8. Kolom (8) diisi dengan nama pejabat struktural atau selaku

pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPIK).
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Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis PD sesuai dengan

dokumen RPJMD;
3. Kolom (3) diisi dengan IKU Kota yang relevan dengan sasaran

strategis Renstra PD.
4. Kolom (a) diisi dengan Target Tahunan IKU Perangkat Daerah
5. Kolom (5) diisi dengan diisi dengan Indikator yang relevan dengan

sasaran strategis Renstra PD.
6. Kolom (6) diisi dengan indikator yang relevan dengan sasaran

strategis Rensrra PD.
7. Kolom (7) diisi dengan Program sesuai dengan dokumen Renstra

PD.
8. Kolom (8) diisi dengan Kegiatan sesuar dengan dokumen Renstra

PD.
9. Kolom (9) diisi dengan Sub Kegiatan sesuai dengan dokumen

Renstra PD.
1O. Kolom (10) diisi dengan nilai/pagu anggaran sub kegiatan selama

satu tahun berjalan.
11. Kolom (11) diisi dengan aktivitas yang relevan dalam rangka

pencapaian sub kegiatan dan atau sasaran langkah aksi.
12. Kolom (12) diisi dengan indikator aktivitas / langkah aksi.
13. Kolom (13) diisi dengan target indikator sub kegiatan tahunan.
14. Kolom (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23,24,25) diisi dengan

target indikator sub kegiatan sesuai waktu / bulan.
15. Kolom (26) diisi dengan Nama Penanggung Jawab
16. Kolom (27) diisi dengan Nama Jabatan
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Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
2. Kolom (2) diisi dengan nama Perangkat Daerah.
3. Kolom (3) diisi dengan sasaran sesuai dengan dokumen Renstra

PD.
4. Kolom (a) diisi dengan Indikator yang relevan dengan sasaran

strategis Renstra PD.
5. Kolom (5) diisi dengan Capaian Kinerja Sasaran Renstra PD

update.
6. Kolom (6) diisi dengan Program sesuai dengan dokumen Renstra

PD.
7. Kolom (7) diisi dengan kegiatan sesuai dengan dokumen Renstra

PD.
B. Kolom (8) disii de ngan Sub Kegiatan sesuai dengan dokumen

Renstra PD.
9. Kolom (9) diisi dengan langkah aksi/aktivitas yang relevan dalam

rangka pencapaian sub kegiatan dan atau sasaran langkah aksi.
10. Kolom (10) diisi dengan indikator sub kegiatan / langkah aksi.
11. Kolom (11) diisi dengan satuan indikator sub kegiatan / Iangkah

aksi.
12. Kolom ( 12) diisi dengan target rndikator sub kegiatan/ langkah aksi

tahunan.
13. Kolom (13, 14, 15, 16, L7, 18 , 19, 20,27,22,23,24) diisi dengan

jumlah/volume hasil sub kegiatan sesuai waktu / bulan
realisasinya

14. Kolom (25) diisi dengan akumulasi kolom 13 s/d 24 dibagi kolom
12 kali 100%.

15. Kolom (26) diisi dengan pagu DPA / DPA Perubahan.
16. Kolom (27) diisi dengan realisasi DPA / DPA Perubahan.
17. Kolom (28) diisi dengan kolorn 27 dibagi kolom 26 kali lOOok.
18. Kolom (29) diisi dengan Nama Pejabat.
Kolom (30) diisi dengan Nama Jabatan.
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F.6. PENGUKURAN KINERJA TINGKAT PERANGKAT DAERAH

DAN PEJABAT STRUKTURAL KOTA BANDUNG

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KDRJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Peralgkat Daerah : (a)

Tahun Anggaran : (b)

Jumlah Anggaran Kegratan Tahunan...... ...... ..., ... ..: Rp ... ... ...... ... .. ( c )

Jumlah Rea-lisasi Anggaran Kegiatan Tahunan.......: Rp ................. ( d )

Cara Pengisian

'1 . Header (a) diisi dengan nama Perangkat Daerah /unit organisasi mandiri;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1)diisi dengan sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan

dokumen Penetapan Kinerja;
4. Kolom (2) diisi dengan indicator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah

sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
5. Kolom (3) diisi Rumusan perhitungan sesuai dengan peraturan perundangan

berlaku;
6. Kolom (4) diisi dengan angka target kinnerja yang akan dicapai dari setiap

indicator sessuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
7. Kolom (5) diisi dengan realisasi dari masing-masing indicator kinerla;
B. Kolom (6) diisi dengan persentase pencapaian target dari masinng-masing

indikator kinerja dengan rumus :

('1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target
. yang semakin baik, maka digunakan rumus:

Persentase pencapaiar.r

Rencana tingkat
capaian (target)

Realisasi*)

Rencana+ + )

x 100%

9. Footer (c) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakan
untuk mencapai sasaran strategis;

1 0. Footer (d)diisi total jumlah realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk
mencapai sasaran strategis.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi Pengukuran Target Realisasi
(1) (2) (s) 14) (s) (6)
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Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor uru!
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran program sesuai dengan dokumen

Renstra PD;
3. Kolom (3) diisi dengan satu atau lebih Indikator program yang

relevan dengan sasaran strategis Renstra pD;
4. Kolom (a) diisi dengan nama satuan yang relevan dengan

Indikator Kinerja;
5. Kolom (5) diisi dengan angka target yang diperjanjikan yang akan

dicapai dari setiap Indikator Kinerja;
6. Kolom (6) diisi dengan realisasi target triwulanan dalam tahun

berj alan;
7. Kolom (7) diisi dengan persentase dari realisasi dibagi target;
8. Kolom (8) diisi dengan program sesuai dengan dokumen Rentrsa

PD;
9. Kolom (9) diisi dengan nilai/pagu anggaran program selama satu

tahun berjalan;
10. Kolom (10) diisi dengan realiasi program triwulanan dalam tahun

berjalan;
11. Kolom (11) diisl dengan persentase dari realiasi dibagi dengan

pagu anggaran;
12. Kolom (12) diisi dengan penjelasan tentang outcome atau hasil

yang dicapai.
13. Baris (B.1) diisi dengan rincian realisasi target triwulanan dalam

tahun berjalan;
14. Baris (B.2) diisi dengan rumusan perhitungan sesuai clengan

peraturan perundang perundangan berlaku;
15. Baris (8.3) diisi dengan persentase pencapaian target triwulanan

dalam tahun berjalan
16. Baris (B.4.a) diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan

target triwulanan dan tahunan berjalan;
17. Baris (B.4.b) diisi dengan perbandingan capaian kinerja triwulan

berjalan dengan triwulan sebelumnya;
18. Baris (B.4.c) diisi dengan perbandingan capaian kinerja triwulan

berjalan dengan tahun berjalan;
19. Baris (8.5.a) diisi dengan faktor penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan klnerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan dan alternaive solusi
triwulan berikutnya yang direkomendasikan;

2O. Baris (8.5.b) diisi dengan penjelasan efisiensi penggunaan sumber
daya (anggaran, waktu, sarana/ prasarana, SDM, d11);

21. Baris (B.S.c) diisi dengan penjelasan program/ kegiatan yang
menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.
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Petunjuk Pengisian:

1 . Kolom ( 1) diisi dengan nomor urut;
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan sesuai dengan dokumen

Renstra PD;
3. Kolom (3) diisi dengan satu atau lebih Indikator Kegiatan yang

relevan dengan sasaran strategis Renstra PD;
4. Kolom (a) diisi dengan nama satuan yang relevan dengan

Indikator Kinerja;
5. Kolom (5) diisi dengan angka target yang diperjanjikan yang akan

dicapai dari setiap Indikator Kinerja;
6. Kolom (6) diisi dengan realisasi target triwulanan dalam tahun

berjalan;
7. Kolom (7) diisi dengan persentase dari realisasi dibagi target;
B. Kolom (8) diisi dengan kegiatan sesuai dengan dokumen Renstra

PD;
9. Kolom (9) diisi dengan nilai/pagu anggaran kegiatan selama satu

tahun berjalan;
10. Kolom (1O) diisi dengan realiasi kegiatan triwulanan dalam tahun

berjalan;
11. Kolom (11) diisi dengan persentase dari realiasi dibagi dengan

pagu anggaran;
12. Kolom (12) diisi dengan penjelasan tentang outcome atau hasil

yang dicapai.
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F.6.4 PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU

RAPORT KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
Nama Pimpinan
Jabatan Pimpinan
Nama Pejabat
Jabatan

Untuk meningkatkan Capaian Kinerja dan Penyerapan anggaran, drminta
agara Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

4.

5

6.

E. CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No

Kinerja Keuangan

Sasaran Indlkator Satuan Target Realisasi t%t Program Ketiatan Pagu Realisasi Keterangan
Output

Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dan realisasi anggaran
sampai dengan saat ini dapat disimpulkan bahwa Saudara Dalam
melaksanakan tugas dan fungsi termasuk dalam kriteria :

Sangat Berhasil / Berhasil / Kurang Berhasil / Tidak Berhasil -) SESUAI
PILIHAN PIMPINAN

B. ARAHAN / SOLUSI DARI PIMPINAN
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Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi nomor urut sesuai jumlah indikator kinerja.
2. Kolom (2) diisi sasaran sesuai lampiran 1 Perjanjian Kinerja.
3. Kolom (3) diisi indikator kinerja sasaran sesuai lampiran 1

Perjanj ian Kinerja.
4. Kolom (4) diisi satuan indikator kinerja sasaran sesuai lampiran 1

Perjanjian Kinerja.
5. Kolom (5) diisi target indikator kinerja sasaran sesuai lampiran 1

Perjanjian Kinerja.
6. Kolom (6) diisi lokasi pelaksanaan kegiatan fisik / non fisik (trila

specifik), bila tidak specifik diisi dengan tanda strip (-)
7. Kolom (7) diisi target triwulanan (7,2,3,4) sesuai lampiran 2

dokumen Perjanj ian Kinerja.
B. Kolom (8, 14,20,26) diisi Realisasi Kinerja yang dihasilkan pada

triwulan 1,2,3 atau 4
9. Kolom (9, 15,21,27) diisi Capaian kinerja hasil perbandingan

realisasi dengan target triwulan 7,2, 3, atau 4 di kali 100%
10. Kolom (1O, i6, 22,29) diisi penjelasan dengan simpulan sebagai

berikut : 1) tercapai, 2\ tidak tercapai, atau 3) belum/tidak
ditetapkan target berdasarkan peta resiko.

1 1. Kolom (ll, 17 , 23, 30) diisi hambatan yang dialami bila kinerja
pada kolom 10, 16, 22 atau 29 tidak tercapai (WAJIB).

12. Kolom (12, 18,24, 3l\ diisi Rekomendasi perbaikan / akselerasi
yang perlu dilakukan pada triwulan berikutnya TERUTAMA bila
kolom 11, 17,23 dan 30 terdapat hambatan.

13. Kolom (28) Diisi Capaian kinerja hasil perbandingan akumulasi
realisasi triwulan 1,2,3 dan 4 dengan target tahunan kolom 5 di
kali 1O0%
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G. TATA CARA PENYUSUNAN MEKANISME

PENGUMPULAN DATA KINERJA KOTA DAN PERANGKAT

DAERATI

1. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan

Evaluasi

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan

Evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja

Dinas/ Badan/ Kecamatan...... Kota Bandung telah ditetapkan

dalam Mekanisme Pengumpuan Data Kinerja sebagai acuan

dalam pelaksanaannya. Adapun Mekanisme Pengumpuan Data

Kinerja dimaksud, yait-u :

1. 1. Mekanisme Pengumpulan data Kinerja dan Keuangan

Pemerintah Kota Bandung:

1.2. Mekanisme Pengumpulan data Kinerja dan Keuangan

Sekretariat Daerah Kota Bandung:

1.3. Mekanisme Pengumpulan data Krnerja dan Keuangan

Perangkat Daerah Kota Bandung:

1.4. Mekanisme Pengumpulan data Kinerja dan Keuangan

Kecamatan Kota Bandung



-)

o

3.g
!

:e
! 

q 3;

3: 
!_

n 3:9
3 s 9i
n E

 96
€ P

 E
€

]
E

E
E

E
E

E

€!P
+

!
3; 

!

€t;B
g

E
€ !

3+
€*E

g

:E
+

3Y
i

3!
:oi 

c !
9E

 €:
!? 

P
 

E

E
! 

i!
i+

 
! 

E
F

 : g;

3-a 
E

:5 
r

at 
i

6z5

c{o
;<

g
r--,F

g

I
r*

D
,25

r
I

Lf
{

oE
!E

 
i

!*:
,/\J

{t\ 
,/l

_vl

ii
r)I

0
_l

a2

s

't

.gEo.29oo

rZ
 co

.sJ

A
E

*c;l!
-*;r,
<

EcE
-9.

>
E

o:n
!iE

ejj
:99
E

.L!

o b.9
bo(! 

E

U
 P

E

3=
 

3
c!, 

o
'i<

4

26d

E
'g-9

coJ

s;h 
-oo

c

.;Etl!4
*b; 

-or

ts:
fcgEtrI'

J;=
4

riH
9!

e6.;!E
]E
3

o!E
p

d 
._e

>
{

E'aE

!-o

E
o(!-=

tY
 

=

E
 c-c

; >
o

!E
9

3 &
b

tsE

O
oD

sii

.ii 
-o

c.9

--br
E

6
.,2 P

+
6 

6

E
g 

q

=
3,2

Etr'i

oz
o

b!t-b!alL,

bn

2

olO

t



stt
illzf;

EdoU
)

aFr,l
aVE

]

3! 
E

:r

E
S

E
!!

;e

i3 
!

g: 
!

!Et9E
P

;:e9

il
a_)

+
1$ 

I

li 
I

t-,

E
e

!Elc6Po. .s
S

E
6.t
;o'6o

;O
J

og
:iE#oo
sEE

}
'6A

eI.!;

oC
L

!.9(.,T
E

O

o:z2c
-c 

!o

6 
E

b6
6 

(l,)c
P

 
G

<

- 
P

 
E

.E
I 

P
 

.':E

E
e;e;F

E
:=

 
aF

o- 
i:X

co-ar!:<
or;'

3cr,c,docL)
oo......



-F)=

3n

3a
!+

x;
.-;!:
;g;i

I@
E

;
tt_sE

_._E
-'* !: 

: 
E

+
: g; 

-.

::E
P

iI
!i€ 

E
 E

&

3
E

E
E

E
€

e
E

E

!i;

.ii !

E
€i ei

{t!ii4

geE
€ i

3;;Pt€ 
E

€ F
n

Isr
g F

 i*
E

€ E
 3

E
: 

! 
E

-i: 
E

 "
iE

=
{ E

 
E

: g;:

42.4 7

zFsz

<
 5:

r tI
[;

l-
l

I
r

E
i:o

I t
s

o;
; 

E
.9

E
Z

:;
X

E
;H

<
-Jt

I

l
_llLY

.lJ

ret!
B

E
o

iit,lc.:(o
.1! a

i)z

'6(J

-cO

i!C
L

EE
g

E
!

6.E

tqJ

'oE
S

)Z
O

t

oi:

t.qE
o

2A

oE
sE.!sr6+
<

E
 

c

!cE

;E
 

E

:..;!

;r 
!!

'-r<

:<
 

=
50&

g-*
'E

g
qo
9.

F
!

E
5

b.s

-vE
 3

r<
 

q

:co

Eo,EE
e

iic!EE
--

oa,
E

c

H
3

o.€
B

E

:9M
E

or

o-

go:.!'i::v!x:oI 
E

i)

.E'E
!

E

s<
 i

'oa.A

5is
4iz 

o
E

::'

;qF

E
-(!

dJo;

5>
E

E
6{t

:;obo

!u*rE
E

9E
2E;or

f"i
E

;

E
E

'c'E.E
6

ci

E
!Z

w
I

o!f

E
E

E
t

.q<

4.9
>

3

0, I

!z!

<
-q

o,.
4-.

4oD

q.5
3\h
266

<
,

z

b!

!treLU
)b!

6,)

cn6l
':-b!el

za.l



rl-:<2l2z
o.

MoaFIn&Vaa

E

o
E

3

t:

E
9!

e
S

E

2

e>
E

g
3€:-
!!-c

zFs2

i#;
<

 5i
r

J-l
sL l

>g

T
YfrG

B
__l

us

,25

!E
;

E
i!I

a E
E

 
9

i59*

o

E

3!E
E

E
E

,EE'CP
or

3E

'E
 

>
.

c-V

=
3

os=aEo.

'=!2'6koo

N

!on
sk

d 
l!';

! 
.o!;-

o <
3

ioo
.=

 6 
c=

 
C

6r, 
o 

o
-86.3;pE
0r6_ouo_@

6E
39eE

*
E

b9db*t
5.a.zodia]

o......
oz



5!

Le6b!

rruo

':-b!

J

e-P

:!-- 
3

:g.-;
3_9?€

';! 
:

6f:!2EE
+

^c
H

.E

!.E,9 .E

E
5

.E
:

9S
>

E

-9'to .q

-- 
.E

E
-e

9!E

.9t =
95

9e9.

6; 
!-,

:O
J

:9ooE

inG
;

9u

E6P
.E

o

!iq
,gE
c3

€=E
e

H
. g!

E
f

6o:E
i

s!9
o!

or!

bs 
e

s9 
=

S
E

E
s9 

=
9E

 
A

oroq

;.f
!E

E

s_E
!E

9.qo;

6:
idE

€
>

qP
-v

E
P

26

,a:6E
q

F
oP

.r9 I

oq

9.8

>
E

E
D

'6=

soE
:O
P

io .9

h:ryE
:E



r?^'
: <

::
i-Y

,z
z>o-

hlot-sdzdaAd[n

F

:

!>
.i 

"o

u,9

i

;!.! 
:

eg9

!"o

2sz

-l-I-'
-4 I 

I

5

4T
!E

E
E

'i 
S

t
E

:*s
t 

5a

$aE

;5qHE
g

od3EE
S

6o-

l!.U
!

>
E

' g
5sA

-eE
!p

g;c'o

oB9\q!

jio*uo

;4H

!9e, E
O

J+
 T

:g'ItUo5

o2

q)

oE
O

u!

o;:M6!
o:!t

; 
@

i: 
c

i:i.66
@

-<
dm

!
!tg:-E

iii
3E

E
;i-

sa6.q- 
x

=
^u 

- 
! 

6 
d

+
E

i--siE
*

e:ex.E
;-.P

'-;-udF
P

-Y
E

E
Itses

E
or\za-o;ic

,.ucE
odio

oo......

o



lE

o
e,s

!.E

ts
E

!

I -:
;:!!

;-Y
g;

3uT
r:9-

3IE
€

:;!i*!
:;fE

E
B

&
:: 

! 
E

i
E

E
E

E
E

E
E

E

pii

€iscgi 
!

!ii!

{i*Egij.!

:re; 
!

E
{ 

E
i:; 

g
n;;.i

e 
;-

;a.;€

i;:

99; 
I

F
E

 E
:

zFsIJ2

! 
_ii

!4 
5

F
I

gs' g
l- T

I
l-

Itr
--i<
E

;j
r

T
?i

n'T
-

IE
E

t
Lt,t:

__lo
l

4

:
b'EI,E,.s ts

5c,

;s^
€6!.9

.98
E6O

=
j:

E
U

Y

ciE

9E
 

!!

\o-

i.9 
P

.E
t

_e3S

>
.e 3

'6_

E
P

=
g

'C
6

oqod 
l!

4!;

;o;

-6P
 

F

E
3t

Egcts!
ico, .Y

c7I 
-oo

E
c

i.stsco
:+'::eE
:oroJ

9l

3ig*.9
.!! .b
2vo.i

g>gT
=

 
,ix

o!

:,e

r99

A
;.r

E
E

 
E

;=
5

c9E

9c

:l 
.s

zEcgc.9

>
E

Egfi
iu@

-q

rEi 
9.

;.eF
oz

.z;:
--! 

@

E
 S

6

dz

b!

l-rl

Ib,IIt

il



sE
d

e*,2
.jz

0-

FO

F

)FfE

o
i: 

s-

5f"

U
J

5.s;

B
E

iE

E
!r

!Ei"o

zFsz

! 
_E

#
!9E

 
:

.i;!.3
i E

E
 r

{:-
s-9E
;-=FE

9!z

!;!;E
 

.or

:-i

5t;E'au
E

E
F

E

o.

]Z
g

c6
'ot
,q 

or

9u

Q
iu

33
eE
s;'a; q
g6

>
3

os'a'a.g()

oz

\D

Eq0

*E
s

tr 
Y

do
I 

-.eiE
.:r 

=
: 

od
=

E
e!E

I.
c 

)'1 i!=
iro@

bshS
E

gi;
F

'!Y
r!:=

!oJ
c!]zY

E
tr

5 # X
 B

 3 _E
3

o4......



H. SISTEMATIKA PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA
PENYUSUNAN LKIP BAB.I SAMPAI DENGAN BAB.IV

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika laporan gang dianjurkan adaloh sebagai beikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utarna (strategic issued)yang sedang dihadapi
organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan rrngkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi
untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
Organisasi sesuai dengan hasilpengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasr kiner.ja serta

capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhrr;

. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

4. Membandingkan realisasr kinerja tahun ini dengan

standar nasional fiika ada);
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5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative

solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerj a.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diurarkan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja

2\ Lain-lain yang dianggap perlu



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah

diterbitkan Perturan Presiden No. 29 Tahun 2Ol4 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). pelaksanaan

lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan

kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2Ol4 tentang petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabiiitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban

secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang

baik, ............ selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu

melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan
mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub

sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya
memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung,
capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak
hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan
kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada

lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan

akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan

tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga



penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2g

tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas.

dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Inpres
Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang
tersebut menyb.takan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan

negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan

negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas

proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas

akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Setda/ Dinas / Badan I
Kota Bandung diwajibkan untuk

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIp).

Penyusunan LKIP ................... Kota Bandung Tahun ........,.. yang

dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan

kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi,
realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan

target yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

' Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No.

Tahun ...... tentang (SOTK PERANGKAT DAERAH)

mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Wa1l Kota

dalam Dalam menyelenggarakan tugas dan

kewajiban tersebut ........ mempunyai fungsi :

Kecamatan

a.

b.

c. , dst



Dalam melaksanakan tugas

dipimpin

dalam pelaksanaan tugasnya drbantu

a. ................ membawahi

1. .......................... terdiri dari :

dan kewajiban

yangoleh

oleh

:

a).

b).

c.

c). . .. ... . ... ... ... .. ... .... ., dst

Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa

landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun l9g9 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme;

6.

7.

4.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan

Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tainun 2Ol9 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2Ol4 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor .. Tahun 20....

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 20..-2O...

2.

a

5.

8.
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D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota

Bandung Tahun ........... adalah :

1 . Dokumen Perjanjian Kinerja Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan

Kota Bandung Tahun .....................;

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang

tercantum dalam Renstra PD Tahun 20 . .. .-2O. . . .;

3. Pencapaian tujuan dan sasaran;

4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Setda/Dinas/

Badan/Kecamatan ................ Kota Bandung;

5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima

tahun berjalan dengan target kinerja (1ima) tahunan yang

direncanakan.



Pada

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

pen5rusunan Laporan Akuntabilias Kinerj a Tahun
ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

A.Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam
penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PANl5l2007 tentang Pedoman Umum penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah,

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerrntah Kota

Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat
Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja perangkat

Daerah melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : ................
Tahun 20.... tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung
20....-2O.... (Keputal dimaksud disesuaikan dengan Aturan yang bortt).

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung
juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat
Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah,

dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,
per'masalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi
keberhasilan suatu organisasi.



Adapun penetapan target Indikator Kineda Utama
Setda/ Dinas/Badan/ Kecamatan

.. . ..... .. adalah sebagai berikut:

Kota Bandung tahun

Tabel ...

Target Indikator KinerJa Utama Setda/Dlnas/Badan/Kecametan

xota randurl t"n.r,,

E. Rcacaua Strategis

Rencana Strategis Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan

... Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang

disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta
merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang

terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang

dimiliki oleh Daerah yar:rg bersangkutan, dalam hal ini
Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan Kota Bandung.

Rencana Strategis Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ............

Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun
yaitu dari tahun 20....-20.... ditetapkan dengan Surat Keputusan

Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .................... Kota Bandung Nomor

Tahun tentang Penetapan Rencana Strategis Setda/
Dinas/Badan /Kecarnatan Kota Bandung Tahun 2O.... -
20..... Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan
dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota terkait dengan

penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis

Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .............. Kota Bandung dibuat
pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

l{o. Indlkator KinerJa
Utama Satuan Target

Sumber Data: Setda/ Dino.s/ Badan/ Kecamatan .... Tahun....



Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20....-2O.....

Disamping itu pu1a, Renstra Kota Bandung diharapkan
dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian

, Bappenas dan Setda/ Dinas/ Badan Provinsi

Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan

nasional.

Penyusunan Renstra Setda/ Dinas / Badan / Kecamatan ..............

Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang srmultan dengan

proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 20....-2O.... dengan

melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum PD,

sehingga Renstra Setda/ Dinas / Badan / Kecamatan Kota

Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Setda/

Dinas/Badan f Kecamatan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Setda/Dinas/Badan/Kecamatan.............

Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja

(Renja) Kota Bandung yang merupakan dokumen

perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Drdalam Renja

Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan . ...... .. . . .. . Kota Bandung dimuat
program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan
pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa

mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Setda/ Dinas /
Badan / Kecamatan Kota Bandung. Visi tersebut

mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi,

keragaman dan kompleksitas masalah yang trnggi, harus mampu

dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat

serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, "Bandung Juara"

Visi Setda/ Dinas / Badan / Kecamatan

Tahun 2O....-2O.... adalah

Kota Bandung

:
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2. Misi

Sedangkan

Badan/Kecamatan

untuk mewujudkan Visi Setda/ Dinas/

tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

dst.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
j,ngka waktu 1 (satu) sampai 5 (lirna) tahunan. T\rjuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dal misi serta didasarkal
pada isu-isu dal analisa stratejik. Sebagaimana visi dan misi yang

telah ditetapkal, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ....... Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata olch

Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesihk, terukur,
daiam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu /
tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi

dan llisi Kota Bandung Tahun 2O....-2O.... sebanyak

sasaran strategis.

a.

b,

c.

TUJUAN

Misi Ttrjuan
1.

2

Dst...



Tabei

e. Strategi rian Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih
strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ......... Kota Bandung mencatup
penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebrjakan pada dasarnya
merupakan ketentual-ketentuan yang telah disepakati pihak_pihak
terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran
dan keterpaduan dalam upa;.a rnencapai sasaran l.a_ng teiah
ditentukan. Program adalah kumpuian kegiatan_kegiatan nyata,
sistematis Can terpadu dalam rangka mencapai tujuan Can sasar.an
yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut
dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasai:an kinerj a yang
rnemberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi.
Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan
merupakarr aspek operas ional /kegqatan nyata dari suatu rencana
kinerja yang berturut-turut cliarahkan untuk mencapai sasaran.

Adapun penjeiasan lebih rinci kebijakan dan program untuk
pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:
1. (sasaran 1) .........,..,.
Kebljakan;
(1) ............... ..............;
(2) ..............
(s) dst.

SASARAN



Sasaran tersebut dilaksanakan melaiui bidang .........

program:

( 1) Program

(2) Program

(3) dst.

2. (sasaran

dengan

2l

(2)

Kebijakan:

(1)

(3) dst.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang dengan

program:

( 1) Program

(2) Program

(3) dst.

D. Rencana Kinerja Tahunan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran

secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam

aktivitas Rencana Strategis Setda/ Dinas / Badan / Kecamatan

......... Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam

kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan
dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat

dilihat dalam Tabel drbawah ini.

Tabel ..... . ..

RENCANA KINERJA TAHUNAN (Tahun Sebelumnya)

NO SASARAN INDIKATOR
SASARAN SATUAN TARGET

1 1

2

, 1

3 Dst.



1 1

2

2 1

3 Dst.

E. Penetapan lllnerJa Tahun Sebelumnya

Penetapan Kine{a merupakan tekad dal janji Rencana

Kineq'a Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh
pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena

merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektjf

mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. perencanaan

kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk
menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dala yang

terbatas. Dengan perencanaan kineg'a tersebut diharapkan fokus
dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan
instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidal< ada kegiatan

instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kine{a
Setda/ Dinas/ Badan / Kecamatan Kota Bandung Tahun

mengacu pada dokumen Renstra

Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan .............. Kota Bandung Tahun
2O....-2O...., dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun

dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun .........., dan

dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan Kota Bandung telah
menetapkan Penetapan Kine4'a Ta.l.un dengan uraian
sebagai berikut:

Tabel ..........

Penetapan KinerJa Setda/Dlnas/ Badan/ Kecamatar .......... Kota
Bandung

Tahun

NO SASARAIT
STRATEGIS

INDII(ATOR
SASARAN

TARGET PROGRAM /
KEGIATAN

A.TTGIGARAN
lRp.l

1 2 3 4 5 6



BAB III
AI(UNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menj aw.ab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksalakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Setda/Dinas,/Badan/Kecamatan

Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat

meiaksanakan kewajiban berakuntabilitas melaiui penyajian Laporal
Akuntabilitas Kine4'a Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .......... Kota

Bandung ],ang dibuat sesuai ketentuan 5r4ng diarnanatkan dalam

Perpres Nomor 29 Tahun 2Ol4 terTtang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pernerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2O 14

tentang Petunjuk Teknis Perianjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan

gambai-an penilaian tingkat pecapaian targei masing-masing indika'ror

sasaran srategis yang ditetapkan daiam dokumen Renstra Tahun
20....-2O.... maupun Renja Tahun Sesuai dengan ketentuan

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatal sesuai dengan program, sasaran

yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prcgram, sasaran yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi
peme!-intah.

. Pengukuran kinerja dilaksalakan sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforma,si

Birokrasi Nomor 53 Talrrun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja. dan Tata Cara Rerziu Atas Laporarr Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) darr capaian indikator kinerjo

makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas inCikator kinerjanya

masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh



indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja
sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja
pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian

rata-rata atas capaian indrkator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala

pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan

evaluasi akuntabilitas kinerja instansr pemerintah, sebagai berikut :

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase

capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100%

termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian

kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran

yang mencapai kurang dari O7o termasuk pada angka capaian kinerja

sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan
analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih

transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya

kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ..........

Kota Bandung dapat memberikan gambaran peniiaian tingkat
pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok lndicator

kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran

dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra 20....-2O.... maupun Renja Tahun Sesuai

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

No Katagori Nilai Angka Interpretasi

1

2

3

4

5

6

AA

A

B

CC

C

D

>85-100
>75-85
>65-75
>50-65
>30-50
0-30

Memuaskan

Sangat Baik
Baik

Cukup Baik
Agak Kurang

Kurang



Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja PD Tahun

dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2O....-2O....

berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor :.......-.-.., telah

ditetapkan sasaran dengan indikator kinerja (out

cornes) dengan rincial sebagai berikut (conioh):

) Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

F Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator

;> Sasaran 3 dst.

B, Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatnya akuntabilita.s kine4'a pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (II{u). Untuk itu
pertama kali yang perlu dilaL,ukan instansi pemerintah adalah

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah

yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung

dalam tujual dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU

adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasarurn strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU

ciigunakan sebagai ukural keberhasilan dari instalsi pemerintah yang

bersangkutan. Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan

Bandung telah mene'r,apkan Indikator Kinerja Utama untuk Saiuan

Ke{a Perangkat Daerah melaiui Keputusan Walikota Baldung Nomor

: .................... tentang Indikator Kinerja Utama RPJI"{D Kota

Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Setda/Dinas/

BaCan/Kecamatan .............. Kota Bandung juga melakukan reviu

terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan

rnernperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strotegis

yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil peng-:-kuran atas

Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan

indikator ki neria utama,

Kota Bandung tahun
menunjukan hasil sebagai berikut:



No. Indikator
Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

o/o

Misi:

Misi

Tabel ..........

Capaian Indikator Kinerja Utama Setda/Dinas/Badan/Kecamatan

Kota Bandung Tahun

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator

Kinerja Utama (lKU) pada Misi kesatu dapat dilihat dari

indikator dan indicator IKU yang mencerminkan

keberhasilan mencapai sesuai dengan target yang

ditetapkan. Pada bidang ditunjukan oleh indikator

mencapai ok, capaian tersebut sama atau lebih

tinggi dlbandingkan capaian I target yang ditetapkan oleh tingkat
Proprnsi Jawa Barat sebesar ..............Vo, capaian tersebut juga lebih

tinggi dari target yang ditetapkan (berdasarkan SPM / IKK / MDGs /
d11 )o1eh Kementeian..... / tingkat nasional / dll yaitu sebesar......

Tetapl indicator .................. capaian kinerjanya lebih rendah

dari target yang telah dicanangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat

pada tahun ....., kondisi tersebut antara lain karena

Upaya untuk meningkatkan pada masa yang akan datang . . . . . . . . . . . . . . . ;

Pada Misi kedua yaitu terdapat satu

indikator capaiannya kurang baik yaitu tahun .........,

.............(uroikan data gang tidak mencopai target) ................ dari

target sebesar ............... . Adapun sebab tidak tercapai. ....

Untuk itu pada tahun-tahun berikutnya program dan kegiatan untuk
meningkatkan ................. akan lebih difokuskan.

' Misi ketiga yaitu ...,,. terlihat dari Indikator Meningkatkan

.........,........ dst.

C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan ............ Kota

Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 20....-2O....



Jumlah Sasaran y-ang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi

Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .......... Kota Bandung Tahun 20....-

2C.... sebanyak { contoh 78)sasaran.

Pada tahun............ ditetapkan ( contoh 71) sasaran strategis

dengan (Contah 22) rndlkatcr kinerja yang diietapkan melalui

Penetapan Kinerja Tahun Dari ........ sasaran dengan indikator
kinerja sebanyak .......... indikator kine{a, pencapaian kine{a sasaran

Setda/Dinas/ Badan/ Kecamatan ....... Kota Bandung adalah sebagai

berikut:

Tabel ........

Pencapaian Kinerja Sasaran Setda/Dinas/Badan/Kecatnatan .......

Kota Bandung Tahun

NO. SASARAN STRATEGIS CAPAIAN
1 Memuaskan 8
2 Sangat Baik 2

Baik 1

4 Cukup Baik 0
5 Agak Kuralg 0
6 Kurang o

Jumlah 11

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabei, sebagai

berikut:

Tabel ......

Capaian Kinerja nasaran Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .......

Kota Bandung Tahun

No. Sasaran Jumlah
Indikator

Rata-
rata

capaian

o-
3()

>30-
50

>5(}-
65

>65-
75

>75-
85

>85-100

A Misi I
1 xxxxxx 100 Memuaskal
2 xxxxxx. 1 100 Memuaskan

xxxxxx 2 80,05 Sangat
Baik

B Misi 2
1 >oo<xxx
2 xxxxxx.

Dst
Jumiah 22



Pengukurarr terhadap indikator kinerja sasaran terdapat pada
Lampiran 7.

Dari ll Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator
kine{a sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai

berikut:

Tabel .....

Pencapaian target Misi

Dari -l I sasaran dengan 22 indikalor kinerja, pencapaian kinerja

Dinas ............ Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel .....

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No. Misi
Jumlah

Indikator
Sasaran

Tingkat Pencapaian
Melampaui

target
l>1oo%l

Sesuai Target
(1OO%l

Belum
Mencapai

TarEet l<1OO%l
Jumlah o/o Jumlah o/o Jumlah o/o

1 Misi 1 B 4 50o/o 37,5% I 12,5%
2 Misi 2 8 2 2 50k 2 4 5Oo/o

Mi.si 3 6 4 .11)Y., 2 2 50,4 o 0%
Dsl Jumlah 22 10 45,55% 7 3 7,820/o 5

No. Kategori Jumlah
Indikator

Presentase

A. Misi 1 I
1 Memuaskan 4 5Oo/o

2 Sangat Baik 37,5 0k

Baik 1 12,50/o
4 Cukup Baik
5 Agak Kurang
6 Kurang

B. Misi 2, dst.
1 Memuaskan
2 Saneat Baik

Baik
4 Cukup Baik
5 Agak Kuralg
5' Kurang



D. Analisis Pencapaian Kirerja
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaial misi,

agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan di masa yang akan Catang. Selain itu, dalam

evaluasi kinerja dilakukan puia analisis elisiensi dengan cara

rnembandingkan a:rtara output dengan input baik untuk rencana

maupun realisasi. Analisis ini menggambarkar tingkat efisiensi yang

ctila,kukan oieh insta-nsi dengan memberikan data nilai outpu-t per u-nit

yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilak:kan pula pengukuran/penentuan tingkat

efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian arltara tujuan
dengan hasil, manfaat atau dampa-k. Selain itu, evaluasi juga

dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang

terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi

pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksalakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, periu juga digi.inakan

pembandingan-pembandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncalakal.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

- Kinerja suatu instansi dengan kineija instansi lain yang ungg.il di

bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

- Kineda nyata dengan kinerj a cii negara-negara iain aiau dengan

standar internasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang

telah dicapai pada tahun dan membaldingkan antara target

dan realisasi pada indikator sasaran dari 11 sasaran dan 2? indikator
kinerja dari 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra

Setda,/ Dioas/ Badan/ Kecam atar;, ... . . ... Kota Bandu-ng tal:rr-r-n 20.. -2O..,

analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Peningkatan

Pencapaial sasaran i dapat diiihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel .....
r{nalisis Peacapaian Sasaran L

Uraikan Capaian kinerja nyato dengan kinerja tahan-tahun
sebelumnga

Bila dilihat reaiisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai
dengan tahun terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam
Renstra Setda/ Dinas/Badarr/Kecamata.rr
adalah sebagai berikut :

Kota Bandung

Tabel ......
Pencapaian Indikator Sasaran
Tahun ......... dibandingkan Target Akhir Renstra

Setda/Dinas/ Badaa/ Kecamatan .,......
Kota Tahun

No.
Indikator
Sasaran

Satuan

Realisasi
Akumulasi

s/d.
Tahun
20t3

Rencana
sesuai
dengan
Renstra
Tahun
2013

Persentase
Capaian
Kinerja

(%)

1 2 3 4 5 6
1

Berdasarkan tabei diatas dapat diketahui bahwa reaiisasi
akumulasi sampai dengan tahun ........... dibandingkan dengan
rencana akhir Renstra pada tahun ........... menunjukkan capaian
kinerja .... %o yang berarti capaian sesuai / tidak sesuai target akhir
Renstra.



1. Indikator

Uraikan Capaian kinerja ngata dengan kinerja yang direncanakan
(dalom Renstra/ RPJMD), al. :
- Tampilan data, tabel, grafik, foto, dll.
- Program, kegiatan dan input gang menunjang pencapaian /

kegagalan
- Faktor pendukung
- Faktor penghambat
- Rekomendasi Wningkatan atau perbaikan Aang diperlukan.
2. Indikator

Uroikan Capaian kinerja nyata dengan kinerja gang direncanakon
(dalam Renstra/ RPJMD), al. :
- Tampilan data, tobei, grafik, foto, rill.- Program, kegiatan dan input gang menunjang pencapaion /

kegagalan
- Foktor pendukung
- Faklor penghambat
- Rekomendasi peningkatan atau perbaikan yang diperlukan

Sasaran 2
Peningkatan

Selanjutn;ra untuk pencapaian sasaran pada sasai:aii

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel .....
Analisis Pencapaian Sasaran 2

Tahun 2O 14 Tahun 20 15 Tahun 2016 Tahun 20 1 7

Uraikan Cdpoian kirrerja ngata d.enganz kinerja tahurrtdhun

sebelumnga



Realisasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun terakhir
sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra

Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan Kota Bandung adalah

sebagai berikut:

Tabel ......

Pencapaian Indikator Sasaran

Tahun ,..,.... dibandingkan Target Akhir Renstra

Setda/Dinas/Badan/Kecamatan Tahun

No.
Indikator
Sasaral Satuan

Realisasi
Akumulasi

s/d.
Tahun

Rencana
sesuai
dengan
Renstra
Tahun

Persentase
Capaian
Kinerja

(%)

1 2 4 5 6
I

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi

akumulasi sampai dengan tahun ........... dibandingkan dengan

rencana akhir Renstra pada tahun ........ menunjukkan capaian kinerj a

.... oh yang berarti capaian sesuai / tidak sesuai target akhir Renstra.

1. Indikator

Uraikan Capaian kinerja ngata dengan kinerja gang direnconakan
(dalom Renstra/ RPJMD| al. :
- Tampilan dato, tabel, grafik, foto, dll.
- Program, kegiatan dan input gang menunjang pencapaian /

kegagalan
- Faktor pendulatng
- Faktor penghambat
- Rekomendosi peningkatan atau perbaikan Aang diperlukan
2. Indikator

Uraikon Capaion kinerja nAata dengon kinerja gang direncanakan
(dalam Renstra/ RPJMD), al. :
- Tampilan data, tabel, grafik, foto, dll.
- Program, kegiatan dan input gang menunjang pencapaian /

kegaoalan
- Faktor pendukung
- Faktor penghambat
- Rekomendasi peningkatan atau perbaikan gang diperlukan



E, Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun ..........- pelaksanaan program dan kegiatal dalam

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk me'*-ujudkan

target kinerja yang ingin dicapai Setda/Dinas/Badan/Kecamatan

Kota Bandung dianggarkan mela_lui Anggaran Pendapatan

dan Beiarija Daerah (APBD) Kota Bandung DPA

Setda/ Dinas/ Badan,/ Kecarnatan ....... Kota Bandung dengal total nilai
keseluruhan adalah sebesar Rp. sedangkan

realisasi anggara-n mencapai Rp. ..........,.. atau dengan

serapan dana APBD mencapai ...........o/o, dengan demikian dapat

dikatakan tahun kondisi anggaran adalah Silpa P-p.

Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan

ar.ggGran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi ar.ggarar, yarrg terkait dengan

pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra

Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ......... Kota Bandung pada tahun
.. . . . . .. . <iapat diiihat pada tabei berikut :

Tabel .....

Pagu dan Realisasi Anggaran Setda/Dinas/BadanlKecamatan

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan

dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat
ehsisensi yang telah dilakrkan oleh Setda/ Dinas/Badan/ Kecamataa

.......... Kota Bandung pada Tahun

Kota BandungTahun .........

No. Misi Pagu
Angraran

Realisasi
Anggaran

o/o

1 Mewujudkan. 4.000.000.ooo 3.750.OOO.OOO 9 3,7 50/o

Sasaran
2 Mewuiudkan.

Dst.

Jumlah



Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi

Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan ....... Kota Bandung, dapat diketahui

dari capaian kinerja misi dan aaggaran 5rang digunakan pada

tahun.......... sebagaimana tabel berikut :

Tabei . .. ....

Efekifitas Anggatan terhadap Capaian Misi
Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .......

Pencapaian Misi pada Tahun .......... lnerupakan akumulasi

pencapaian kinerja tahun terakhir Renstra 20....-2O...., dengan

c]-emikian diuraika-n pula capaian misi berdasarkan realisasi angga-ran

selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel .......

Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Dinas ..... Kota Bandung

20....-20....

Kota Tahun.......,"

No. Kategori Jumlah
Indikator

Presentase
Capaian
Kineria

Anggaran
Realisasi (Rp.) o/o

A. Misi 1, 8

3.750.OOO.OO0 93,75%

1 Memuaskan 4 50%
2 Sanqat Baik 3 37,5 0/6

J Baik 1 12,5%
4 Cukup Baik
5 Agak

Kurang
6 Kurang

B, Misi 2,
1 Memuaskan
2 Sangat Baik
3 Baik
4 Cukup Baik
5 Agak

Kurang
6 Kurang

No- Misi

Pagu
Indikatif
Renstra

(Rp.)

Realisasi Anggaran
tahun ke- .Iumlah

%o (dari
Pagu

Indikatif)]. 2 4 5

A. Misi
1,...

B. Misi
c

C. Dst.
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Secara umum efektilitas anggaran terhadap capaian

dapat

efektif

Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan Kota Bandung,

disimpulkan bahwa anggai:an yang digunakan efektif / kurang

terhadap capaian kinerja misi organisasi.

F. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi

Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan . . . . . . Kota Bandung dilakukan secara

optimal dengan mengerahkal sumber daya dan potensi yang dimiliki,

sehingga Setda/ Dinas/Badan/ Kecamatan ...,.... Kota Bandu-ng tela,h

memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun

stakeholder atas prestasi ],ang dicapai, prestasi dan penghargaan

selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Internasional

No. Prestasi Penghargaan Tahun

2. Prestasi Tingkat Nasional

No. Prestasi Penghargaan Tahun

t Provinsi Jawa Barat



BAB TV'

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Perner-intah (LKIP)

Setda/ Dinas/Badan/ Kecamatan .............. Kota Bandung Tahun

ini merlrpakan pertanggung j a*a,ban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang balk (Good Gouernancel

Kota Bandung Tahun .......... Pembuatan LKIP ini merupakan

lalgkah yang baik daiam memenuhi harapan Perpres No.29 Tahun

2O14 tentang Sistem Akuntabiiitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang

baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Setda/ Dinas/ Badan/ Kecarnatarr Kota Bandung

Ta-hun ...=.=.... ini da-pa-t menggambarkan kinerja .............. Kota-

Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik

ber.:pa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan

analisis kinerja yang mencerrninkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun Setda/ Dinas/ BaCan / Kecamatan

Kota Bandung menetapkan sebanyak (.............. )

sasaiaii dengan ......... (.............. ) indikator kine4a sesuai dengan

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun

yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaral dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Sasai:aii. 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai l0l %, atau interpretasi

memuaskan

Sa,sara-n 2 terdiri dari 1 indika-tor dengan r,ilat 79,90 .%o atatt

interp retasi s ang at b oik

Sasaran 3 dst...

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak ........

sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai da-larrr kisaran

> 85 - 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam

Tahun Anggaran ...-....... untuk pelalsanaan program dan kegiatal



pada Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan Kota Bandung

ingin dicapai

Belanja Daerah

dalam rangka mencapai target kinerja yang

dianggarkan melalui Anggaran pendapatan dan

(APBD) Kota Bandung Tahun

Anggaran sebesar Rp. .................. sedangkan realisasi
anggaran mencapai Rp. .............. atau dengan serapan dana

APBD mencapai .. . .. ... ... . .. . %o, dengan demikian dapat dikatakan
tahun .......... Setda/Dinas/Badan/Kecamatan ....... Kota Bandung
kondisi anggaran adalah Silpa Rp.

Renstra Drnas .............. Kota Bandung 20....-2O.... menetapkan

sebanyak (.. ..... . ) sasaran dengan ... ... ( .... )

indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalul Rencana

Krnerja Tahunan pada tahun 20.... sampai dengan Tahun 2O.... dan

Dokumen PeneLapan Kinerja Tahun 20.,.. sampai dengan Tahun

20...., dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai i2O % atau

interp r et asi memu askan

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 85,O0 ok atau

interp retasi sang at b aik

Sasaran 3 dst...

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut telah
menggunakan anggaran sebesar Rp. ................ (.............) secara

efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang
pencapaian Misi dan Visi Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan ...... Kota

Bandung. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumah anggaran

tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh

Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan ...... Kota Bandung adalah ...... %
dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut

menunjukan bahwa perencanaan Setda/ Dinas / Badan / Kecamatan

. . . . . Kota Bandung perlu dioptimal kembali agar lebih efektif dan

efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian

Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntatrilitas Kinerja Instansi

KotaPemerintah Setda/ Dinas/ Badan/ Kecamatan

Bandung rni, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja



Setda/Dinas/Badan/Kecamatan .............. Kota Bandung kepada

pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain
yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk
membangun Kota Bandung.

I. SISTEMATIKA PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA
PENYUSUNAN LKIP TRIIVULANAN BAB.I SAMPAI DENGAN
BAB.IV

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penlrrsunan Laporan Capaial Kinerja Triwulan III Tahun .........
dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perj anjiari kinerja.

Perjanjial Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk men]'usun Laporal
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun .......... , LKIP merupakal
amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangar dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut
didasarkan atas Pedoman Penyusunar Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Krnerja Instalsi Pemerintah Peraturarr Menteri

Pendayagunaal Aparatur Negar:a dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Perj anjian Kinerja ada-la-h lembar/dokumen yarrg berisrkan
penugasan dari prmpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instalsi yang lebih rendah untuk melaksalakan program/kegratan yang

disertai dengan indikator kinerla. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi

pada kinerja yang dihasilkal atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi

termasuk kinerla (outcome) yalg seharusnya terwujud akibat dari
'kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengal demikiari target kineda yang

diperj anj ikal juga mencakup outcome yang dihasilkal dari kegratal
tal:un-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja

setiap ta-hunnya.

Untuk melihat sampar sejauh mana pelaksalaal
program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap



capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam meiakukal evaluasi
terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian
Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk
pertalggungjawaban keberhasilan atau kegaga.lal pelaksanaal visi dal
misi organisasi dalam mencapai tu.luan dan sasaran yang telah
ditetapkari melalui alat pertartggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencalaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, capaian

tujual dan sasaran pembalgunal yang dilalukan tidak hanya
mempertimbangkan visi dan misi daera_h, akal tetapi jrrga

memperhatikan tujuan dal sasaran yang ingin dicapar pada lrngkup
pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasronal.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut

diperluka-n pengembangan dan penerapan sistem pertanggunglawabal
yang tepat, je1as, terukur legitimate sehrngga penyelenggaraar

pemerintah dan pembangunan dapat berlalgsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serla bebas dari korupsi,

kolusr dal nepotisme (KKN). Sej alan dengan pelaksanaal Undang-

Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang

bersrh dal bebas dari korupsi, kolusi dal nepotisme, maka di terbitkan
Intruksr Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentarg Akuntabilitas Kinerja
Instalsi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengal Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan ha-l tersebut Dinas/Badan/Kecamatan......
Kota Bandung diwajibkan untuk men5rusun Laporan Capaian Kinerja

Triwulan ..... Tahun ......... Penl'u sunan Laporal Capaian Kinerja
Triwulan ....... Dinas/Badan/Kecamatarr........ Kota Bandung Tahun .......

yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan yalg dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi,

realisasi pencapaian indikator klnerja utama dan sasaran dengan target

.yang telah diretapkal.

1.2 Landasan Hukum

Laporan Capaial Kinerja Dinas/Badan/Kecamatan....,, triwulan
..... Tahun ....... Kota Baldung ini drsusun berdasarkan beberapa

landasan hukum sebagar berikut :



4.

5.

6.

7.

2.

3.

1.

10.

11.

13.

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraal

NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahal

Daerah sebagaimana telah beberapa kali dubah terakhrr dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua

Atas Undang-Undaflg Nomor 23 Tahun 201,4 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peratural Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahal
Atas Peraturar Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan

Keuangan dalr Kinerja Instalsi Pemerintah;

Peratural Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabrlitas Krnerja Instalsi Pemerintatr;

Peraturarr Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/ 09 /M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dal
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2O 14 tentang petunjuk

Teknis Perjaljian Kinerja, Peiaporal Kinerja dan Tata Ca-r.a Reviu

atas LAKIP;

Peratural Daerah Kota Bandung Nomor 08 Taiun 2008 tentang
Rencala Pembangunal Jangka Panjang Daerah (RpJpD) Kota

Bandung Tahun 2OO5-2025;

Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 20... . tentang Rencar-ra

Pembangunan Jarigka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung
Tahun 20....-20....;

Keputusan Dinas/Badan/Kecanatan....... Kota Bandung Nomor :

.......1Kep. ....... - .......,. lTahun..... . tentang Penetapan Inclikator
Kinerj a Utama (lKU) Rencana Strategis

Dinas/ Badarr/ Kecamatan..... Kota Bandung T ahun 20 I I -2023.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.L. Rencana Strategis

Pada penyrrsunal Laporan Capaial Kinerja Triwulalan Tahun
......... ini, mengacu pada Peraturan Menteri pendayagunaal Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk

Teknis Perj aljiarr Kinerja, Pelaporal Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kine4a instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran
Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.

Rencana Strategis Dinas/Badarr/Kecamatan....... Kota Bandung
adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis
dan berkelaljutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi
Kepala Daerah yang terpilih darr terintegrasi dengan potensi sumber
daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutar, dalam hal ini
Renca;ra Strategis Dinas/Badal/Kecajrnatan...,.. Kota Baldung yar-rg

ditetapkan untuk jangka waktu 5 (1ima) tahun yartu dari tahun 201g
sampai dengan tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dinas/Badan/Kecamatan...... Kota Bandung Nomor ............. Tahun

tentang Penetapan Rencana Strategis
Dinas/Badan/Kecarnatan....... Kota Bandung Ta_hun 20....-2O....
Penetapan jangka waktu 5 ta-hun tersebut dihubungkal dengan pola
pertanggung j awaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan
bahwa Rencana Strategis Dinas/Badan/ Kecamatan....... Kota Bandung
dibuat pada masa jabatalnya, dengan demikian akuntabilitas
penyelenggaraal Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas/Badan/Kecarnatan....... Kota Bandung tersebut
'ditujukan untuk mewujudkal visi dan misi daerah sebagaimana telah
ditetapkan dalam Rencana Pembargunan Jalgka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bandung Tahun 20....-20.....

Penyr:sunan Renstra Dinas/Badan/Kecarnatan....... Kota

Bandung telah melalui tahapan yang simultan dengan proses



penlusunan RPJMD Kota Barrdung Tahun 20...._2O.... dengan
melibatkan stakeholders pada saat dilaksar-rakannya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum pD, sehingga
dokumen Renstra merupakan hasil kesepakatan bersama antara
Perangkat Daerah Kota Bandung dan stakehold.er.

Selanjutnya, Renstra tersebut akan dij abarkan kedalam Rencana
Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun. Dida_Iam Renja dimuat program darr
kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun
mendatang.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yalg diinginkal pada masa
mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kota
Bandung. Visi tersebut mengaldung makna ba.hwa Kota Bandung
dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi,
harus mampu dibangun untuk mewujudkal Kota Bandung yang
Unggul, Nyama_n dan Sejahtera, ,,Bandung Juara,,.

Visi Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun .............. adalah :

"VISI KEPALA DAERAH TERPILIH -

2,L.2 Misi

Mengacu kepada uraiarr tersebut diatas, sebagai bentuk nyata
dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daeral:
Kota Baldung merumuskan ( . ) misi dan misi ini
menggambarkan hal-hal yalg harus terlaksa:ra dalam mencapai visi
tersebut, yaitu :

A. MISI KE - 1;

b. MISI KE - 2.

. oPD)

c. MISI KE - 3.

(Sesuaikan dengan Tugas tr'ungsi/Urusan

2.L.3 Tujuan

Tujuan

dalam jangka

dan Sasaran

ada.lah sesuatu yang akarl

waktu 1 (satu) sampai 5

dicapai atau dihasilkarl
(lima) tahunal. Tujuan
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ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan alalisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

Istansi Pemerintah da-lam rumusal yang lebih spesihk, terukur, dalam

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasararr diupayakan

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara

berkesinambungan seja-1an dengan tujual yarrg telah ditetapkan

sebalyak . (.... .) Tujuan. Sasaran yalg ditetapkan untuk mencapai

Visi dan Misi Setda Kota Bandung Periode Tahun .,......... sebanyak ......

()
Rencana Strategis Dinas / Badan/ Kecalnatarr..... .

menggambarkan rndikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam

mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagarmala visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk
keberhasilan tersebut ditetapkan tujual, sasaran berikut indicator dan

target Dinas/Badan/Kecamatan....... Kota Bandung sebagai berikut :
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1.2. Indtkator KlaerJa Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam
penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/O9/M.PAN l5/2OO7 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kineq'a Utama

merupakan ukuran keberhasilal dari suatu tujual daII sasaran strategis

instalsi pemerintah. Setda Kota Baldung tela_h menetapkan Indikator
Kine{a Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan

Dinas/Badan/Kecamatan....... Kota Bandung Nomor : ...../Kep......-
.......1..... Ta-hun tentang Indikator Kinerja Utama
Dinas/Badal/Kecalaatan....... Kota Bandung Ta_hun .................... .

Adapun Indikator Kineq'a Utama Dinas/Badan/Kecarnatan.........

Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel2-2
lndikator Kinerja utama (lKU)

Diaas/Badaa/Kecanatan........... Kota Bandung

1.3. PerJanjlan Klnerja Tahun

Pe{anjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kineqja

tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di
t+gkungal Pemerintahan karena merupakal wa_hana proses tentang

memberikan perspektif mengenai apa yang diingintal untuk
dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instaasi akal
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yalg dibiayai dari
sumber dana yalg terbatas. Dengan perenciuuurn kinerja tersebut

diharapkan fokus dalam mengarahkan dal mengelola program atau

kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada

kegiatan instalsi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjial Kine{a
Dinas/Badan/Kecamatan........ Kota Bandung Tahun ...... mengacu

pada dokumen Renstra Dinas/Badan/ Kecamatan- .... ... . . ... Kota

BaldurLg Priode Tahun . . . . ... .... dal dokumen Rencana Kinerla Tahulan
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(RKT) Tahun ......, dokumen Rencana Kerja (Renja) Ta_hun ........., dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun ....... dan Perubahamya.

Dinas/Badan/Kecamatan......... Kota Bandung telah menyusun

Pe{anjial Kine{a Peruba}ran Ta}run .,......... dengan uraian sebagai

berikulr

Tabel 2.3
Perianjian Kinerja Triwu|an,.,..,...,....

Diaas/Baalaa/KecaEataa Kota Bandung Tahun

B. Perencanaan A[ggaran Tahua........

Dari sebanyal .... (....) Sasaran dengan indikator yang diperjarljikan
didukung oleh jumlah Program sebarryak .... (....) yang berkaital lalgsung
dengan pencapaian kine{a dan didukung oleh alggaran belanja langsung

sebesar Rp. .................,-

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

I 2 3 4 l

l.
,

3.

dst

I{o. slasarall
JuEIah Prograa

t/arg Testalt lErr.gsung
deagsl Sasaral

Pagu A-aggaraa
Ta.huu

1 Sasar:an 1

2 Sasaran 2
.3 Sasaran 3

dst

JuElah



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TRIW'ULAN ......... TAHUN

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilarr atau kegagalan dalam mela_ksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenalg meneri.ma pelaporan

kinerja/pemberi amalah. Dinas/Badal/Kecamatan............. Kota Bardung
selaku pengembal amanah masyarakat melaksalakan kewajiban
berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja
Dinas/Badan/Kecarnatan............. Kota Baldung yang dibuat sesuai

ketentuan yalg diamalatkan dalam Peratural Presiden Nomor 29 Tahun
2Ol4 ter,tar:g Sistem Akuntabilitas Kinerja Instarrsi pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apa-ratur Negara dan Reformasi

Brrokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian

Kinerja, Pelaporan Krnerj a dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaral penilaran

tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yalg
ditetapkan da-lam dokumen Renstra Tahun .......... maupun Renja Tahun
......... Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan
untuk menilaj keberhasilan dan kegagalan pelaksarraan kegiatan sesuar

dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi
pemenntah.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan ,,...... Tahun......,

Pengukural kinerja digunakal untuk menilar keberhasilan dan

kegagalan pela1<sanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

telah ditetapkan dalam ralgka mewujudkan vrsi dan Peraturar Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perj anjran Kinerja,

.Pelaporal Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Capajan indikator kinerja utama (IKU) da:'r capaian

indikator kinerja ma-kro diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerj alya masing-masing, sedangkan capaial kinerja

sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukurarr atas indikator
kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulal hasil pengukuran krnerja
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pencapaian sasaran strategis dilakukal dengan membuat capaiar-r rata-

rata atas capaian indikator kinerja sasaral.

Dalam laporal ini, Dinas/Badan/Kecamatan............. Kota

Bandung dapat membenkan gambaran penilaial tingkat pencaparan

target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegratan

dart penilaian tingkat pencapaian target sasa-ran dari masing-masing

indrkator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra

Tahun ........ maupun Renja Tahun ....... Sesual ketentuan tersebut,

pengukuran kinerja digunakan untuk menrlai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengal programr sasa,ran yang

telah ditetapkan dalam mewujudkan misr dal visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih

meningkatnya akuntabilrtas kinerja pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama [I(UJ. Untuk itu
pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah

yalg bersangkutan. Dengan demikia;r kinerja utama terkandung dalam

tujual dal sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah

merupakan ukuran keberhasilal dari suatu tujuar-r dan sasaran

strategls instansr pemerintah. Dengan kata lain IKU digunalal sebagar

ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas/Badal/Kecamatan..........,.. Kota Bandung telah menetapkan

Indikator Kinerja Uta,rna untuk Perangkat Daerah melalur Keputusan

Dinas/Badan/Kecamatan............. Kota Bandung Nomor : . . l. ...-

......... tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Dinas/ Badar/Kecamatan............. Kota Baldung. Dalam upaya untuk
' menrngkatka;r akuntabilitas kinerja, Dinas/Badal/Kecarnatan.............

Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utarna,

dengan memperhatikal capaian kinerj a, permasalahan dan isu-isu

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilarr suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja uta,rna

Dinas/Badan/Kecarnatan............. Kota Barrdung tahun

menunjukal hasil sebagai berikut :



Baoduag
lHwulan ,...... Tahun .........

Tabel 3.1.1.
Capalan Indlkator lIinerJa Ut.ma Dinas/Badan/Kecamatan..... Kota

Tabel 3.1.1.
Capalan Iadlkator KlnerJr Aasaraa Dtaas/Badaa/Kecaoatan..... Kota

Bandung
Triwulan ....... Tahua

Pada ta,hun ......., pengukuran kinerja dilakukan terhadap ....
(......) sasaran dengan mengguna-kan ..... (.......) indikator kineqia yg

ditetapkan daLam dokumen Penetapan Kine4'a Tahun ,,,...., Dari ....

(......) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

a. Sebanya,k .... (......) indikator kine4'a capaiamya sesuai atau melebihi
target dengan rincian :

. . ..... (......) indikator kine4'a capaiannya melebihi target;

. ...... (........) indikator kinerja capaianrrya sesuai target;
b. Sebarryak ...... (.......) indikator kine{a tidak mencapai ta_rget.

3.2. Capalan KlnerJa IHwulau ,..,.., Tahun ...,..

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,
kemajuan dal kendala yang dijumpai dalam p1gLa pencapaial misi,

agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pela_ksanaan

ilo. SASARA.il IIIIDIIIATOR
KITER^IA

TARGET
TRW.... REALISASI CAPAIAII

I(IilER"IA
1.

2.

Ito. SASARA]IT
IIITDIKATOR

KII{ERJA
TARGET
TRW RIALISASI CAPAIAI|

IflIYER.IA
1.

2.



evaluasi kinerja dilakukan pula analisis ehsiensi dengan cara

membandrngkan antara output dengan input baik untuk rencala
maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat ef,rsiensi yalg
dilakukan oleh instansi dengal memberikal data nilai output per unit
yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat
efektivitas yarg menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan
dengan hasil, malfaat atau darnpak. Selain itu, evaluasi juga

dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performalce gap) yang

terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi

pemecahal masalah yang telah dal akan dilaksanakan.

Da,lam me1al<ukal evaluasi krnerja, perlu juga digunakan

pembandingan-pembaldingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yalg unggul di

bidangnya ataupun dengal kinerj a sektor swasta.

- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengar

stardar internasional.

3.2.1, Pencapaian Sasaran

Sasaran merupakan sasaran dari Misi....
(...) Dinas/ Badan/ Kecamatal.........., pencapaian sasaran ini
diperoleh melalui indikator krnerja ...........,..-.... Caparan

kinerja indikator ini pada triwulan ..... targetnya ...,....

Kriteria rndikator ini adalah ......... dan ..,....,., jika
.......... pada tahun penetapan pencapaian indikator, dan

berdasarkan Tipe penghitungal untuk indikator ini bersifat

kumulatif f non kumulatif. Capaian indikator
merupakan rndikator kinerja dari sasaran

lebih jelas diuraikan sebagal berikut :

..... secara



Tabel 3.2.1.
Terget dan f,sqrlsa3l Capalan SaEaratr

......., Ttiwulan ....... Tahua ..,.,,

yang termasuk ke dalarn kiteria indikator
...............pada data awal yang tercantum di dalam Renstra

Dinas/ Badan/ Kecamatan......,... sebesar .......% (penjelasan output),

berdasarkan hasil dari capaian indikator sasaran ..........merupakan

Target di tahun ........ adalaJ sebesar ........o/o (penjelasan

output) yang mempakan...,... dal realisasinya pada triwulan ke .....
adaliah.....7o.

Keberhasilan pencapaien indikator ini dilaksalakan melalui ... (....)
Program, yaitu :

1) Progra-m ........, ;

2l Program .......... ;

3) Dst.......

3.2.2. Pencapaian Sasaran

Sasaran ........ merupakan sasaran ke - .... dari Misi ke -

.... diperoleh mela,lui indikator kine4'a ............ Capaian

kinerja indikator ini pada triwulan ..... targetnya ..... Selema

tahun...... indikator dirnaksud telah dilaksa,nakan oleh .........
di dalam penyelengga.raan tugas fungsinya.

,*-ro* "*-n-:-.;;;;;;;, 
"""""' (Penietasan

..... secara lebih jelas diuraikal sebagai berikut :

Ifo IDdtLator
LlnGrJe Sattra.a

Redt6art
sd

*::""

Target
Totun.....

(Alhtr
Reastra/
RPJIIDI

Targot
Tah|r[ Tdget

ltiwulrn Reellra.sl

%
Crpofan
Xlnerjc

tlt I2l t3t t4t (51 t6t I8t t9t
1,



Tabel 3.2.2
Target dao Reallsasl Capataa Sasara.E

Triwulan .......... Tahun

Sampai dengan triwulan ...... tahun ......, capaian

realisasi dari indikator ini adalah sebesar ....... Target

indikator ini pada Tahun ....... sebesar .......... (penjeLasan

output).

Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan meLa_lui

...... (......) program sebagai berikut:
1) Frogam melalui kegiatan :

(l) Nama kegiatan.............;

(2) Nama kegiatan............;

(3) Nams kegiatan............;

(4) Dst ............;

2) Program melalui Kegiatan

I . Nama kegiatan.............;

2. Nrrna kegiata1............;

3. Nema kegia 1a1............;

4. Dst........,...;

Peacapaiaa Sasaran

Sasaran merupakan sasaran ke-..... pada

Misi ....., sasaran ini diperoleh mela,lui ..... (.....) indikator
kine{a, yaitu indikator kinerja Pada triwulan

indikator kine{a targetnya adala}r

Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat
kumulatif/non kumulatif. Tercapainya sasaran kinerja ini
akan berdampak ......... terhadap Karena adanya

. Dengan demikian ................... (penjelasan/analisis

No Indltator
Ignerja Satua-D

R€ollsart
s.d

IHwuIa!

TarEet
aehu.[ ,.....

lAkhlr
Roa6tra/R

PJUDI
""*.::

Terget
THEula! Reellsa

%
Crlrata.|r
BtnerJa

tzt t3r t4l t5t l6) t8) I9l
1.
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capaian program),. Rea,lisasi indikator kinerja Secara rinci,

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.3
Target daa Realisasl Capaiaa Sasaraa

Triwulan ........ Tahun .......

Data awa-l dalam Rencala Strategis

Dinas/Badan/Kecamatan....... (sampai dengan tahun .....)
sebesar ...... (..........penjel,asal/ analisis capaian program).

Pada tahun ......... persentase ......... indikator adalah

sebesar . . . . .. .. (ouput). ..... (trtenjelasan/ analisis

co4taian program).

Selain dengan upaya lain yang dilakukal adaJah

Pencapaial indikator ini dilaksana-kan melalui Program

Indikator kine4'a realisasinya adatrah

fitenjela.san/ analisis capaian program)

Pada tahun 2015 persentase rekomendasi yang

ditargetkan untuk

Upaya yang rlilakukan untuk pencapaial target ini
adaLah

....... (faktor penghambat dan pendukung)

l{o lndllator
Xtne{a Setuea

Reai&a6l
rd

*::l'"

Target
Tahu!....

(Akhrr
Rotrstra/
RPJUDI

Tug.t Trrget
TrtEulan Reallsesl

% Capata.a
Xlnerja

t2l l3t t4l (sl l6l 17l=16l5l t8t t9l
1.
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BAB TV
PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Triwulan Tahun

Dinas/Badan/Kecamatan...... Kota Bandung ini merupakan bentuk monitoring
terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun ......... dan

merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan

pemerintah yang baik (Good Gouernance) DinaslBadan/Kecamatan...... Kota

Bandung Tahun ...... Peny'usunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan .....
Tahun ...... ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineqa
Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kine{a, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik
sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan Tahun
Dinas/Badan/Kecamatan...... Kota Bandung ini dapat menggambarkan kine4a
Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan

sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik
berupa kinerja program/kegiatan, maupun kineqa sasaran, juga dilaporkan
analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun ........, pengukuran kinerja dilakukan terhadap ..... (......)
sasaran dengan menetapkan ( ) indikator kineq'a sasaran yang
tercantum dalam dokumen Perj anjian Kinerja Tahun ....... Dari . . ( )

indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

a. Sebanyak . (. ) indikator kinerja capaiannya sesuai atau melebihi
target dengan rincian :

. .... (.....) indikator kine4'a capaiannya melebihi target;

. ...... ( . . ) indikator kinerja capaiannya sesuai target;

b. Dan sebanyak .... (...,.. ) indikator kinerl'a tidak mencapai target.
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Dengan tersusunnya Laporal Capaian Kinerja Triwulal ..... . Tahun .. . .. . .

Dinas/Badal/Kecarnatan...... Kota Bandung ini, diharapkan dapat

memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-

pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yalg telah

mengambil bagian dengan berpartisipasi aktrf untuk membangun Kota

Bandung.

L/. Baldung, tangeal/bulan/tahun

V. Dinas/Badan/Kecamatan.....,

NAMJ
Pangkat

NIP

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinal sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

200604 1002
I


